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MOTTO 

 

 

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi, allah berjanji bahwa 

sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 

(Qr. Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

(Qr. Al-Baqarah: 286) 

 

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. 

Terlambuat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki 

proses yang berbeda. 

Percaya proses itu paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal 

baik di balik kata proses yang kamu anggap rumit” 

( Edwar Satria ) 
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ANALISI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MENETAPKAN 

NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS 1B 

( Studi Kasus Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp ) 

 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berfokus pada ketidaksesuaian antara jumlah nafkah anak yang 

dituntut oleh Penggugat dengan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara 

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup. Penggugat mengajukan 

gugatan nafkah lampau, nafkah ke depan, dan biaya pendidikan hingga perguruan tinggi 

dengan total lebih dari Rp766.000.000, namun Majelis hanya mengabulkan nafkah 

sebesar Rp750.000 per bulan untuk satu anak, dengan kenaikan 10% setiap tahun. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan Majelis hakim 

dalam menetapkan Nafkah Anak  dalam perkara Nomor : 324Pdt.G./2023/PA.crp 

di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B dan untuk mengetahui pandangan Hukum 

Islam mnegenai pertimbangan tersebut. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan 

dan menganalisis data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen. Sedangkan teknik analisis 

data dilakukan dengan mengumpukan data, menyeleksi atau mengelompokkan 

data dalam kriteria tertentu, menganalisis data untuk memahami petimbangan 

hakim dan menarik kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan empat 

aspek utama: yuridis, ekonomi, kebutuhan aktual anak, serta asas keadilan dan 

kepastian hukum. Majelis menolak klaim harta bersama dan tuntutan nafkah 

lampau karena tidak relevan dengan pokok perkara dan tidak dibuktikan secara 

sah. Penetapan nominal nafkah mempertimbangkan penghasilan riil tergugat 

sebagai pedagang kecil, serta adanya perjanjian pelepasan tanggung jawab dari 

penggugat. Selain itu, kenaikan 10% tiap tahun ditetapkan sebagai bentuk 

antisipasi inflasi dan pertumbuhan kebutuhan anak. Dalam perspektif hukum 

Islam, putusan ini sesuai dengan prinsip al-ma‟ruf, maslahah, dan maqashid 

syariah, khususnya dalam menjaga keberlangsungan hidup dan perlindungan hak 

anak pasca perceraian. 

 

Kata Kunci : Nafkah Anak, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam 
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ANALYSIS OF THE PANEL OF JUDGES' CONSIDERATION IN 

DETERMINING CHILD SUPPORT AT THE RELIGIOUS COURT OF CURUP 

CLASS 1B 

(A Case Study of Decision Number: 324/Pdt.G/2023/PA.Crp) 
 

ABSTRACT 

 

This research focuses on the discrepancy between the amount of child 

support demanded by the Plaintiff and the amount determined by the Panel of 

Judges in Case Number 324/Pdt.G/2023/PA.Crp at the Religious Court of Curup. 

The Plaintiff filed a claim for past child support, future support, and educational 

expenses up to the university level, totaling more than IDR 766,000,000. 

However, the panel only granted monthly child support of IDR 750,000 for one 

child, with a 10% annual increase. The purpose of this research is to analyze the 

judge‘s consideration in determining child support in the aforementioned case and 

to examine the Islamic legal perspective on such consideration. 

This study employs an empirical juridical approach with a qualitative-

descriptive method by explaining and analyzing the obtained data. Data collection 

techniques included observation, interviews, and document analysis. The data 

analysis technique involved collecting, selecting, and categorizing data based on 

specific criteria, analyzing judicial reasoning, and drawing conclusions. 

The results show that the judges considered four main aspects: juridical 

norms, the defendant's financial capacity, the actual needs of the child, and the 

principles of justice and legal certainty. The panel rejected the defendant‘s claims 

regarding joint property and past child support due to irrelevance to the core issue 

and lack of valid legal evidence. The nominal amount of child support was based 

on the defendant‘s real income as a small food vendor, as well as a written 

agreement from the Plaintiff waiving future claims. Additionally, the annual 10% 

increase was established as a response to inflation and the growing needs of the 

child. From an Islamic legal perspective, the decision aligns with the principles of 

al-ma‘ruf, maslahah, and maqashid syariah, particularly in ensuring the child‘s 

welfare and rights after parental divorce. 

  

Keywords: Child Support, Judges, Islamic Law 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perceraian merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum yang tidak hanya 

memutuskan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memunculkan persoalan 

baru terkait hak dan kewajiban terhadap anak. Setelah perceraian, anak akan 

menghadapi perubahan kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial. Anak yang 

seharusnya mendapatkan kasih sayang utuh dari kedua orang tua, justru menjadi 

korban dari perceraian. Sehingga setelah terjadi perceraian menimbulkan 

permasalahan baru siapa yang berhak mengasuh anak dan siapa yang bertanggung 

jawab menanggung biaya hidup anak.
1
 Dalam hal ini aspek terpenting yang kerap 

menjadi sengketa pasca perceraian adalah persoalan nafkah anak.  

Dalam sistem hukum nasional, tanggung jawab atas nafkah anak tetap 

melekat pada ayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974
2
 menyatakan bahwa meskipun telah terjadi perceraian, ayah tetap 

berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun 

dalam praktik tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Banyak ditemukan 

kasus di mana ayah tidak menjalankan kewajiban  karena alasan ekonomi, 

ketidakpedulian, maupun karena memiliki konflik dengan mantan istri. Kompilasi 

Hukum Islam pun menguatkan ketentuan tersebut melalui Pasal 105 huruf c, yang 

menyatakan bahwa meskipun hak asuh anak berada pada ibu, tanggung jawab 

                                                           
1 Yulia Indriani, ―Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam.” 

Jurnal Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur‘an dan Tafsir, vol. 3, no. 1. 2018 hlm. 45 
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, Tahun 2015 
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finansial tetap berada pada ayah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 45 ayat 1 

Undang-undang Perkawinan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anak sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
3
 

Hal ini tentu sangat berdampak terhadap kesejahteraan anak. Dalam Islam 

maupun hukum positif Indonesia, hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, 

dan mendapatkan perlindungan harus tetap dijamin, termasuk hak mendapatkan 

nafkah yang layak. Ketika ayah lalai dalam memenuhi kewajiban tersebut, maka 

beban itu sering kali jatuh kepada ibu. 

Dalam Hukum Islam, ayah adalah pihak yang memiliki kewajiban 

finansial terhadap anak. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 233 :  
 ٗ  دِ لَووَالْوٰلِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اَوْلََدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ اَراَدَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْ ۞ 

بِوَلَدِىَا وَالِدَة   تُضَاۤرَّ  لََ  ۚ   وُسْعَهَا اِلََّ  نَ فْس   تُكَلَّفُ  لََ  بِِلْمَعْرُوْفِۗ  وكَِسْوَتُ هُنَّ  رِزْقُ هُنَّ  وَلََ مَوْلُوْد   ۚ 
هُمَا تَ رَاض   عَنْ  فِصَالًَ  اَراَدَا فاَِنْ  ۚ   ذٰلِكَ  مِثْلُ  الْوَارِثِ  وَعَلَى ٗ  بِوَلَدِه ٗ  لَّو ن ْ  جُنَاحَ  فَلَ  وَتَشَاوُر   مِّ

وَاِنْ  عَلَيْهِمَا تُمْ بِِلْمَعْرُوْفِۗ مَّ  سَلَّمْتُمْ  اِذَا عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَ  اَوْلََدكَُمْ  تَسْتَ رْضِعُوْْٓا اَنْ  اَرَدْتُّّْ  ۚۗ آْ اٰتَ ي ْ
ر   َ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِي ْ َ وَاعْلَمُوْْٓا اَنَّ اللّّٰ  وَات َّقُوا اللّّٰ

 
Artinya “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli 

waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih 

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa 

atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan.”
4
 (QS. Al Baqarah :233) 

                                                           
3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1), Tahun 2015 
4Kementrian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Alquran dan Terjemahan, Qr. Al-

Baqarah ayat 233 
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Dalil di atas menyatakan bahwa kewajiban nafkah dan pakaian anak 

adalah tanggung jawab ayah dengan cara yang makruf (layak dan patut). Ayat ini 

menegaskan bahwa meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab finansial 

terhadap anak tidak serta-merta gugur. Ayah tetap memikul tanggung jawab 

nafkah, termasuk untuk kebutuhan dasar anak seperti makanan, pendidikan, 

kesehatan, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Pandangan ini 

diperkuat oleh para pakar fikih yang menyatakan bahwa nafkah anak merupakan 

kewajiban mutlak ayah yang tidak gugur karena perceraian.
5
 Dan Kompilasi 

Hukum Islam juga menguatkan hal tersebut dalam Pasal 105 yang menegaskan 

bahwa meskipun anak diasuh oleh ibu, ayah tetap berkewajiban menanggung 

biaya pemeliharaan anak.
6
 Ketentuan ini menunjukkan adanya konsistensi antara 

hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan terhadap hak 

anak atas nafkah, sekalipun terjadi perceraian antara orang tua. 

Namun dalam praktik, dalam Undang-Undang maupun dalam Komplikasi 

Hukum Islam tidak memberikan keterangan secara rinci mengenai berapa nominal 

atau standar biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung ayah. Oleh karena 

itu, penetapan biaya hak asuh anak sering kali bergantung pada pertimbangan 

subjektif majelis hakim, dalam menetapkan biaya hak asuh anak menunjukkan 

bahwa hakim menghadapi situasi yang kompleks dalam mengambil keputusan. 

Tidak adanya aturan yang baku mengenai nominal atau parameter kebutuhan anak 

                                                           
5 Zulaikha, Siti. “Nafkah Anak dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal 

Al-Mashlahah, Vol. 9 No. 2, 2019. 
6 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf (a) dan (c), Tahun 2020 
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membuat hakim lebih banyak bergantung pada kesepakatan para pihak atau 

keterangan tentang kemampuan finansial ayah. 

Dalam Putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp yang diputus oleh 

Pengadilan Agama Curup. Perkara ini berawal dari gugatan seorang ibu yang 

menuntut nafkah anak kepada mantan suaminya pasca perceraian. Dalam 

gugatannya, Penggugat meminta nafkah lampau (nafkah madhiyah) selama 31 

bulan sebesar Rp248.000.000, serta nafkah ke depan untuk dua anak yang masih 

bersekolah dan berencana melanjutkan kuliah dengan total nilai tuntutan mencapai 

Rp766.300.000. Jumlah ini mencakup biaya pendidikan, transportasi, uang saku, 

makan harian, tempat tinggal, hingga biaya les dan SPP kuliah selama lima tahun 

ke depan. 

Namun demikian, dalam amar putusan, Majelis Hakim hanya 

mengabulkan sebagian gugatan. Nilai yang dikabulkan turun secara signifikan 

dari nilai tuntutan semula. Hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi 

Tergugat yang disebut telah kehilangan penghasilan tetap, menderita gangguan 

kesehatan, serta tidak mampu menunjukkan bukti kuat terkait pendapatan. Dalam 

jawaban gugatan, Tergugat juga mengajukan klaim bahwa ia telah menyerahkan 

sebagian besar aset dan bahkan merasa ditelantarkan oleh anak-anaknya. Di sisi 

lain, Penggugat menegaskan bahwa Tergugat selama ini lalai dan tidak memenuhi 

kewajibannya sebagai ayah. 

Kesenjangan antara nilai tuntutan dan nilai yang dikabulkan dalam putusan 

ini menimbulkan pertanyaan penting apa yang menjad  pertimbangan utama 

Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak, khususnya ketika nilai 
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yang diminta sangat tinggi. Hal ini menjadi semakin penting mengingat tidak 

adanya standar nasional yang baku dan spesifik dalam menentukan besarnya 

nafkah anak dalam sistem hukum Indonesia, selain prinsip "patut dan layak" 

berdasarkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. 

Selain itu, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak secara tegas menyatakan bahwa anak berhak atas kehidupan yang layak, 

pendidikan, perlindungan, serta dukungan finansial dari orang tua. Pasal 26 dan 

Pasal 60 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa orang tua wajib mengasuh 

dan menafkahi anak, serta dilarang menelantarkannya. Bahkan, Pasal 76B 

menyebutkan bahwa penelantaran anak bisa berimplikasi pidana jika 

menyebabkan kerugian fisik maupun mental pada anak.
7
 

Sejalan dengan itu, dalam perspektif keadilan distributif, sebagaimana 

dijelaskan oleh John Rawls, suatu putusan hukum seharusnya mengedepankan 

asas equal liberty dan fair equality of opportunity. Dalam konteks penetapan 

nafkah anak, ini berarti bahwa hakim harus menyeimbangkan antara hak anak 

untuk hidup layak dan batas kemampuan finansial ayah. Ketika keputusan hanya 

mengacu pada prinsip "kemampuan", tanpa memperhitungkan kebutuhan aktual 

anak secara proporsional, maka keadilan substantif menjadi kabur.
8
 

Berdasarkan Latar Belakang penulis tertarik dan meyakini sangat penting 

untuk melakukan kajian dengan topik ini. Dengan ini Penulis mengangkat judul 

penelitian ―ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM 

                                                           
7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 dan 76B 
8 John Rawls, A Theory of Justice, terj. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2021). hlm.57 
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MENETAPKAN NAFKAH ANAK DI PENGADILAN AGAMA CURUP 

KELAS IB ( Study Kasus Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp )”. 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka penulis membatasi membuat 

batasan permasalahan yang akan dibahas agar tidak keluar dari topik pembahasan 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak di Pengadilan 

Agama Curup Kelas 1b. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak 

dalam perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp di Pengadilan Agama Curup 

Kelas 1b ? 

2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam mengenai Pertimbangan Majelis Hakim 

dalam menetapkan Nafkah Anak dalam Perkara Nomor : 

324/Pdt.G/2023/PA.Crp di Pengadialan Agama Curup Kelas 1b ? 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menenetapkan Nafkah 

Anak dalam perkara Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp di pengadilan Agama 

Curup Kelas 1b. 

2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam menegnai Pertimbangan Majelis 

Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp di 

pengadilan Agama Curup Kelas 1b. 
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E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan Ilmu Hukum, terkhusus pada hukum keluarga dan peradilan 

agama dengan memperhatikan pada pertimbangan objektif dan berkeadilan 

dalam putusan hakim terkait Nafkah Anak. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya 

memperhatikan kebutuhan anak secara adil pasca perceraian dan penelitian ini 

dapat menjadi rujukan awal dalam mengembangkan kajian hukum tantang 

hak-hak anak dan keadilan dalam putusan peradilan agama. 

F. Tinjauan Kajian Terdahulu 

Setelah melakukan tinjauan kajian-kajian terdahulu yang ada. Penulis 

menemukakan beberapa tulisan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini 

memiliki kesamaan tema meskipun memiliki fokum pembahasan yang berbeda. 

Di antara beberapa tulisan yang relavan dengan penelitian ini adalah : 

1. Skripsi yang di tulis oleh Rahmi Umiyatul Izah dengan Judul Penelitian 

―Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sengketa Hak Asuh Anak di 

Bawah Umur Pasca Perceraian‖. Berdasarkan Penelitian skripsi tersebut 

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam perkara hak 

asuh anak secara umum. Fokusnya adalah pada siapa yang berhak mengasuh 

anak setelah perceraian, bukan pada aspek finansialnya. Perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada objek pembahasan. Penelitian Rahmi menekankan 
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pada aspek pengasuhan fisik dan emosional, sementara penelitian ini lebih 

fokus pada pertimbangan hakim dalam menetapkan biaya pemeliharaan anak 

(hadhanah), yang belum banyak dikaji secara mendalam.
9
 

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Raasi Najib dengan Judul Penelitian 

―Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang belum mumayyiz di bawah 

asuhan ayah: Analisis putusan nomor 0702/pdt.G.2018/pa‖. Berdasarkan 

Penelitian skirpsi tersebut dalam rumusan masalah penelitian ini membahas 

proses penemuan hukum oleh hakim ketika menetapkan hak asuh anak yang 

belum mumayyiz. Perbedaannya adalah Raasi fokus pada metode penemuan 

hukum ijtihad hukum dalam konteks penetapan pengasuhan, sedangkan 

penelitian ini membahas lebih lanjut tentang besaran biaya hadhanah yang 

menjadi konsekuensi logis dari pemberian hak asuh..10
 

3. Tesis yang di tulis oleh Rusmawatu Nurdewi yang  Judul Penelitian ―Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama." 
11

 

Berdasarkan penelitian ini terfokus pada status hukum hak asuh dalam konteks 

pernikahan lintas agama. Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda secara 

tema, karena tidak membahas aspek perbedaan agama, melainkan aspek 

konkret pertimbangan hakim dalam perkara biaya hak asuh anak pada 

pasangan muslim yang telah bercerai. 

                                                           
9 Suparmin, Sudirman, Nur Cahaya, and Raja Maratua Harahap. "Metode Pengambilan 

Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Stabat 2020-2021)." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10.02 (2022). 
10 Najib, Muhammad Raasi. Penetapan Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang belum 

mumayyiz di bawah asuhan ayah: Analisis putusan nomor 0702/pdt. g2018/pa. rgt. Diss. UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, 2023. 
11 Nurdewi, Rusmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Dalam 

Perkawinan Beda Agama." Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Skripsi (2018): S1 
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4. Jurnal yang di tulis oleh Sudirman Suparmin, Nur Cahaya, Raja Maratua 

Harahap dengan Judul Penelitian ―Metode Pengambilan Hukum Majelis 

Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah ( Studi Putusan Pengadilan Agama 

Stabat 2020-2021 )‖. Berdasarkan Penelitian Jurnal tersebut Penelitian ini 

terfokus metode hakim dalam menggali hukum untuk menentukan biaya 

hadhanah. Penelitian Sudirman lebih menekankan pada metode penggalian 

hukum ijtihad atau metode interpretasi, sedangkan penelitian ini fokus pada isi 

pertimbangan hakim substansi putusan, beserta faktor-faktor seperti kebutuhan 

anak dan kemampuan ayah. 
12

  

5. Jurnal yang di tulis oleh Dika Hikmah Wicaksana, Resfa Klarita Trasaenda, 

Indira Yekti Widya Pramesti, Amanda Feby Sabrina, Gema Mutiara Insani, 

dan Dwi Aryanti Ramadhani dengan Judul Penelitian ―Pertimbangan Hukum 

Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian‖. Berdasarkan Penelitian Jurnal 

tersebut Penelitian ini berfokus pada Pertimbangan Hukum pada Hak Asuh 

Anak setelah terjadi Perceraian. Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitan 

yang di lalkukan adalah Penelitian ini terfokus pada Pertimbangan Hakim  

pada Biaya Hak Asuh Anak.
13

 

6. Tesis yang di tulis oleh Nurrohmi dan Diah Ardian  yang berjudul  Penelitian 

―Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai 

Tanggungjawab Ayah Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) 

                                                           
12 Suparmin, Sudirman, Nur Cahaya, and Raja Maratua Harahap. "Metode Pengambilan 

Hukum Majelis Hakim Dalam Menentukan Biaya Hadanah (Studi Putusan Pengadilan Agama 

Stabat 2020-2021)." Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 10.02 (2022). 
13 Wicaksana, D. H., Trasaenda, R. K., Pramesti, I. Y. W., Sabrina, A. F., Insani, G. M., 

& Ramadhani, D. A. (2024). Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca 

Perceraian. Media Hukum Indonesia (MHI), 2(3). 
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Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Boyolali No. 

923/Pdt.G/2007/Pa.Bi)‖.
14

 Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek 

pelaksanaan putusan, sedangkan penelitian ini fokus pada pertimbangan hakim 

sebelum putusan dibuat. 

7. Tesis yang ditulis oleh Agung Ardian Putra dengan Judul Penelitian 

―Penelantaran Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian 

Orang Tua‖.
15

 Penelitian tersebut terfokus pada akibat hukum dan sosial dari 

penelantaran biaya anak pasca perceraian, sedangkan penelitian ini terfokus 

pada proses pertimbangan hakim saat menetapkan biaya dalam putusan. 

G. Penjelasan Judul 

Dalam penulisan penelitian ini mengangkat judul ―Analisi Pertimbangan 

Majelis Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak di Pengadilan Agama 

Curup Kelas 1b” Adapun pengertian dari judul Proposal ini adalah : 

1. Analisis  

Analisis adalah menilai secara kritis dan sistematis terhadap norma hukum 

serta praktik peradilan dalam realitas social.
16

 Analisis dilakukan dengan cara 

memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa berdasarkan data yang tersedia 

atau mengenai keadaan yang sebenarnya. Analisis secara umum dilakukan 

dalam konteks penelitian maupun pengolahan data, dengan tujuan agar hasil 

                                                           
14 Nurrohmi, D. A. (2010). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama 

mengenai Tanggungjawab Ayah terhadap Biaya Pemeliharaan Anak (hadhanah) setelah 

Perceraian (studi kasus putusan pengadilan agama boyolali no. 923/pdt. g/2007/pa. bi) (Doctoral 

dissertation, Universitas Diponegoro). 
15

 Putra, A. Penelantaran Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian 

Orang Tua (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 2020 
16 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 134. 
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dari analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta 

mendorong pengambilan keputusan. 

2. Pertimbangan Hakim  

Pertimbangan hakim adalah proses penalaran hukum, alasan-alasan hukum 

dan non hukum yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus suatu 

perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan 

hakim merupakan bagian penting dari suatu putusan karena menjadi dasar 

legitimasi yuridis atas hasil keputusan yang diambil.
17

 

Putusan hakim merupakan keputusan yang dilakukan oleh hakim dalam 

suatu persidangan untuk memperoleh hasil dari suatu perkara. Putusan hakim 

ini juga merupakan tahap akhir dari pemeriksaan dan pertimbangan hukum 

atas fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Berikut adalah beberapa 

ciri dari putusan hakim : 

a. Kepastian hukum, dalam putusan hakim akan memberikan kejelasan dan 

ketegasan atas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berpekara; 

b. Hakim menggunakan pertimbangan hukum yang relevan, yang bertujuan 

untuk mendukung keputusan yang diambil, agar putusan tersebut dapat 

diambil dan diterima oleh semua pihak; 

c. Banding, Dalam beberapa kasus dimana pihak yang merasa tidak puas 

dengan hasil putusan dapat mengajukan banding ke Pengadilan yang lebih 

tinggi untuk memperoleh tinjauan kembali terhadap putusan yang 

dijatuhkan; 

                                                           
17 Dedi Supriadi, “Peran Hakim dalam Menegakkan Keadilan Substantif di Peradilan 

Agama,” Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2 (2019), hlm. 211. 
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d. Putusan hakim merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum 

kepada  hakim untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara 

berdasarkan fakta yang teruangkap di persidangan sesuai dengan Undang-

undang yang berlaku.
18

 

Putusan hakim memiliki peran penting dalam memberikan kepastian 

hukum, keadilan, dan penyelesaian sengketa secara adil bagi para pihak yang 

bersengketa. Putusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum 

yang jelas dan rasional, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Selain itu, sistem peradilan memberikan ruang bagi para pihak 

untuk mengajukan upaya hukum seperti banding apabila merasa tidak puas 

dengan hasil putusan.  

Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim dalam memutus perkara 

tidak hanya bersifat final, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum dan etika. 

3. Nafkah Anak 

Nafkah anak merupakan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk 

memenuhi kebutuhan hidup anak yang belum mampu berdiri sendiri secara 

ekonomi. Nafkah ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, 

tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. 

Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Nafkah anak adalah pemenuhan 

kebutuhan dasar anak oleh orang tua, khususnya ayah, yang mencakup 

                                                           
18 Lilik Mulyadi, Kompilasi Huku Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter 

Peradilan. (Mandar Maju.2007), hlm.127 
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makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan selama anak 

tersebut belum dewasa dan belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
19

. 

H. Metode Penelitian Hukum 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis Yuridis Empiris, Yuridis 

Empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat dikatakan 

dengan penelitian secara lapangan ( Field reseach ).
20

  

Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya 

menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga 

mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik oleh majelis 

hakim di Pengadilan Agama Curup. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 

untuk memahami realitas hukum berdasarkan fakta di lapangan, melalui 

putusan hakim dan wawancara dengan pihak terkait. 

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis empiris adalah 

pendekatan yang melihat hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat 

atau sebagai institusi sosial yang berkaitan dengan variabel sosial lainnya. 

Hukum dipelajari tidak semata-mata sebagai sistem norma, tetapi juga sebagai 

gejala sosial yang dapat diamati melalui praktik peradilan dan respons 

masyarakat terhadap hukum tersebut.
21

 

 

 

                                                           
19 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 256 
20

 Bambang Waluyo, ―Penelitian Hukum dalm Praktek‖  (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 

hlm.5 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ‗Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat ‘(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 13. 
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2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat kualitatif yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematik dan pendekatan ini 

sesuai dengan karakteristik penelitian yang bersifat deskriptif, analisis, dan 

kualitatif. 

Pendekatan kualitatif merupakan deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis induktif, di mana peneliti lebih menekankan makna, proses, serta 

pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena.
22

 

3. Subjek dan Objek Kajian  

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Curup 

yang menangani perkara gugatan nafkah anak. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji bagaimana para hakim menetapkan keputusan dalam biaya hakasuh  

anak serta bagaimana pandangan hukum Islam turut memengaruhi proses 

pengambilan keputusan tersebut. Adapun objek dalam penelitian ini adalah 

pertimbangan hakim terhadap penetapan biaya hak asuh anak. Objek ini 

mencakup analisis terhadap isi putusan hakim, faktor-faktor yang menjadi 

dasar pertimbangan, serta landasan hukum yang digunakan, khususnya yang 

berkaitan dengan hukum Islam. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini 

adalah untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan 

secara objektif dan menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. 

4. Pendekatan Penelitian  

                                                           
22 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2017), hlm. 11 
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Pendekatan Fiqh (Fiqh Approach) pendekatan penelitian yang dilakukan 

pendekatan yang dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber hukum 

Islam seperti Al-Qur‘an, hadis, serta pandangan ulama dalam berbagai mazhab 

untuk memahami konsep biaya pemeliharaan anak (nafaqah al-walad) dan 

hak asuh anak hadhanah. 

5. Sumber Data  

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer  

Data Primer merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil 

penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam 

masyarakat,
23

 melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder  merupakan data yang diperoleh dari sumber-

sumber tidak langsung, seperti buku, jurnal, putusan pengadilan, dan 

peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder berfungsi 

sebagai pelengkap atau pendukung data primer. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

adalah dengan cara sebagai berikut: 

a. Observasi 

Menurut Lexy J. Moleong observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada 

                                                           
23 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris 

2010, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 192. 
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objek penelitian.
24

 Sehingga Penulis menggunakan Metode Observasi 

untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan kontekstual terkait 

praktik penetapan nafkah anak oleh majelis hakim. Observasi dilakukan 

secara langsung di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi secara lisan dari narasumber, 

untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, 

peneliti menetapkan target narasumber yang relevan, yaitu Hakim Anggota 

Pengadilan Agama Curup Kelas 1b yang merupakan pihak-pihak yang 

memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam perkara Nafkah 

Anak. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perspektif, 

pengalaman, dan pemahaman tentang pertimbangan hakim terhadap 

Nafkah Anak di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B. 

 

7. Teknik Analisi Data 

Analisis data merupakan tahapan untuk mengidentifikasi dan menyusun data 

yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian untuk menghasilkan kesimpulan 

yang dapat dipahami secara jelas dan sistematis. Data yang tersedia dipilih dan 

disaring secara hati-hati untuk memastikan bahwa hanya data yang relevan 

dengan rencana penelitian yang dianalisis.
25

 

                                                           
24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2017), hlm. 175. 
25Muh.Soehadah, ―Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk study  Agama” ( Yogyakarta 

: Suka-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2012  ), hlm.30  
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Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan pendekatan induktif, yaitu 

dengan menganalisis data-data lapangan terlebih dahulu seperti hasil observasi, 

kutipan dari putusan hakim, dan hasil wawancara. Kemudian di analisis secara 

mendalam berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan 

nafkah anak. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan secara umum berdasarkan 

temuan-temuan tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan 

menyeluruh mengenai praktik penetapan nafkah anak di Pengadilan Agama Curup 

Kelas 1B 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Nafkah Anak dalam Hukum Positif 

1. Pengertian Nafkah Anak  

Secara bahasa, kata "Nafkah" berasal dari bahasa Arab nafaqah (       ), 

yang berarti ―pengeluaran untuk kebutuhan hidup‖ atau ―pemberian untuk 

mencukupi kebutuhan dasar seseorang‖. Dalam bentuk kata kerja, anfaqa 

yunfiqu berarti ―mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kebutuhan orang lain‖. 

Dalam terminologi fikih, nafkah merujuk pada segala bentuk pembiayaan atau 

pengeluaran yang wajib diberikan seseorang kepada orang yang berada di 

bawah tanggungannya, seperti istri, anak, dan orang tua. Secara istilah dalam 

hukum nasional, nafkah anak adalah tanggung jawab orang tua, terutama ayah, 

untuk mencukupi seluruh kebutuhan anak agar dapat hidup dan berkembang 

secara layak. Kebutuhan tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, 

pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang menyangkut kelangsungan 

hidup dan masa depan anak. Kewajiban ini tetap berlangsung walaupun terjadi 

perceraian antara ayah dan ibu, karena hubungan hukum antara orang tua dan 

anak tidak terputus oleh perceraian. 

Menurut M. Yahya Harahap, perceraian antara suami dan istri tidak 

serta-merta memutuskan kewajiban orang tua terhadap anak. Ayah tetap 

berkewajiban menafkahi anaknya karena tanggung jawab terhadap anak 
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bersifat berkelanjutan dan tidak bergantung pada status hubungan perkawinan 

kedua orang tuanya.
1
 

Menurut Muhammad Mustofa, Nafkah anak dalam hukum Islam dan 

hukum nasional merupakan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada 

ayah, dan tidak gugur karena terjadinya perceraian. Ayah tetap berkewajiban 

memberikan nafkah kepada anaknya, meskipun anak berada dalam 

pengasuhan ibu.
2
 

Dalam perspektif hukum, Nafkah Anak merupakan salah satu bentuk 

pemenuhan hak anak yang wajib diberikan oleh ayah setelah terjadinya 

perceraian, dan merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap anak 

sebagai subjek hukum yang belum dewasa.
3
 

Dengan demikian, secara bahasa nafkah berkaitan dengan pengeluaran 

untuk mencukupi kebutuhan, dan secara istilah mengacu pada tanggung jawab 

orang tua terhadap kelangsungan hidup anak. Dalam hukum positif Indonesia, 

nafkah anak adalah hak anak yang wajib dipenuhi oleh ayah meskipun terjadi 

perceraian, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan anak dan 

pelaksanaan prinsip the best interest of the child. 

2. Nafkah Anak dalam Undang-Undang Perkawinan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar 

utama pengaturan hak dan kewajiban dalam keluarga, termasuk tanggung 

                                                           
1 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut UU No. 1 Tahun 1974, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 115. 
2
 Muhammad Mustofa, Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum 

Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 98 
3 Sri Handayani, dkk., ―Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Pemenuhan Hak atas 

Nafkah Pasca Perceraian,‖ Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, (2021).  hlm. 185 



 
 

20 
 

jawab terhadap anak. Dalam Pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah :  

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada 

perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberikan 

keputusan. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat 

memenuhui kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

isteri.
4
 

Dalam pasal ini menjelaskan mengenai kewajiban dan akibat dari orang 

tua pasca terjadinya perceraian. Secara Khusus dalam pasal ini menjelaskan 

bahwa seorang ayah berkewajiban menafkahi semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan si anak. Namun, apabila si ayah dalam kondisi tidak mampu maka 

pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya 

pemeliharaan, sebagaimana yang tercantum pada ayat point b 

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (2) menegaskan bahwa "Orang tua wajib 

memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.” 

                                                           
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, Tahun 2015 
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 Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perceraian, kewajiban 

memberikan nafkah kepada anak tetap melekat pada orang tua, khususnya 

ayah. Dengan demikian kewajiban orang tua terhadap anak meliputi 

pemelihara dan pendidikan yang sebaik-baiknya. Hal ini mencakup pemberian 

nafkahi dan memenuhi kebutuhan dasar anak baik dalam materi mapun non 

materi dan kewajiban tersebut berlaku hingga anak tumbuh dewasa atau sudah 

mampu dalam mencari nafkah untuk diri sendiri.  

3. Nafkah Anak dalam Komplikasi Hukum Islam 

Dalam Komplikasi Hukum Islam tentang pemeliharaan Anak  pada 

pasal 105 telah dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian yang berbunyi5 : 

a. Pemeliharan anak yang belum mumayiyiz belum berumur 12 tahun adalah 

hak ibunya, 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahlan kepada anak untuk 

memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang pemeliharaannya 

c. Biaya pemeliharan ditanggung oleh ayahanya. 

Pada pasal 105 huruf c telah di tegaskan secara jelas bahwa seorang ayah 

tetap berkewajiban untuk membiayai anaknya meskipun telah bercerai. Selain 

itu, Pasal 156 Komplikasi Hukum Islam menegaskan bahwa  

"Biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun 

menjadi tanggung jawab orang tua, dan apabila orang tua tidak mampu 

maka tanggung jawab beralih kepada kerabat terdekatnya."  

 

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah terhadap anak 

bersifat mengikat dan tidak dapat ditinggalkan, kecuali karena alasan objektif 

seperti ketidakmampuan ekonomi. 

                                                           
 5 Komplikasi Hukum Islam Pasal  105, Tahun 2020 
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4. Kecakapan Hukum Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah Anak 

Hak hadhanah dalam hukum Islam di Indonesia tidak diberikan secara 

mutlak kepada pihak-pihak tertentu, melainkan bergantung pada sejauh mana 

orang yang bersangkutan cakap dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. 

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 157 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan: 

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah anak dan 

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, 

pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain 

yang memiliki hak hadhanah pula.”
6
 

 

Pasal ini menunjukkan bahwa dalam praktik hadhanah, kecukupan 

ekonomi bukanlah satu-satunya syarat utama. Meskipun nafkah telah 

dipenuhi oleh orang tua atau pihak yang mendapatkan hak asuh, namun jika 

terbukti bahwa anak berada dalam kondisi yang tidak aman secara fisik atau 

psikis, maka pengadilan agama berwenang mengalihkan hak hadhanah 

tersebut kepada pihak lain yang dinilai lebih mampu dan layak. 

Dalam hukum perdata dan pidana, seseorang yang menderita gangguan 

jiwa dapat dianggap tidak cakap hukum. Ini diatur dalam: 

a. Pasal 1330 KUHPerdata menyebutkan bahwa orang yang menderita 

gangguan jiwa termasuk dalam kategori orang yang tidak cakap untuk 

membuat perikatan hukum.
7
 

b. Pasal 32 UU No. 8 Tahun 2016 (tentang Penyandang Disabilitas) 

menyebutkan bahwa penyandang disabilitas mental berhak mendapatkan 

perlindungan hukum khusus dan pengampuan hukum.
8
 

                                                           
6 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 Huruf c, Tahun 2020 
7 KUHPerdata, pasal 1330 
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  Jika seorang ayah secara medis dan hukum dinyatakan tidak cakap hukum 

karena gangguan jiwa, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum 

langsung, termasuk memberi nafkah, tapi bukan berarti anak kehilangan hak 

nafkahnya. Nafkah anak bisa dibebankan kepada wali, keluarga, atau negara 

dalam keadaan tertentu. 

5. Perlindungan Hak Anak dalam Nafkah Anak 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

memberikan dasar hukum yang kuat atas pemenuhan hak-hak anak, termasuk 

hak atas nafkah. Undang-undang ini merupakan bentuk konkret dari 

kewajiban negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak-anak, 

sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi 

manusia internasional. Pasal 26 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban 

dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Pasal ini Orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; dan 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
9
 

Sehingga orang tua tidak hanya memiliki kewajiban dalam bentuk 

kasih sayang, tetapi juga kewajiban konkret dalam pemeliharaan yang 

mencakup nafkah fisik dan pendidikan anak yang bersifat melekat dan 

                                                                                                                                                                
8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, pasal 32 tentang Penyandang Disabilita 
9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat 1 
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berkelanjutan, bahkan ketika terjadi perceraian. Dalam Pasal 60 menyebutkan 

bahwa: 

“Anak berhak untuk hidup sejahtera secara rohani, jasmani, dan sosial.”  

Ini memperkuat pandangan bahwa pemenuhan nafkah bukan hanya 

kewajiban keluarga, tetapi juga hak anak secara hukum, yang wajib dijamin 

dan tidak boleh diabaikan.Sehingga dalam Pasal 76B UU ini secara tegas 

mengatur bahwa: 

“Setiap orang dilarang menelantarkan anak dalam jangka waktu 

tertentu sehingga menimbulkan kerugian baik fisik, mental, maupun sosial.”
10

 

 

Dengan demikian, orang tua yang tidak memberi nafkah setelah perceraian 

berpotensi dikategorikan sebagai telah menelantarkan anak, dan dapat dituntut 

melalui hukum. 

 Hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang kuat 

untuk menjamin hak nafkah anak melalui berbagai instrumen hukum, baik dari 

aspek hukum perdata umum seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi 

hukum Islam, maupun hukum perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 35 

Tahun 2014. Seluruhnya menegaskan bahwa nafkah anak adalah hak yang wajib 

dipenuhi, dan ayah sebagai penanggung utama tidak bisa melepaskan diri dari 

kewajiban tersebut meskipun telah bercerai dari ibu anak. 

B. Nafkah Anak dalam Hukum Islam 

1. Dalil  Al-Our‘an  Tentang Kewajiban Nafkah  

                                                           
10

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pedoman 

Perlindungan Anak Pasca Perceraian, (Jakarta: KemenPPPA, 2020), hlm. 12–18. 
 



 
 

25 
 

Dalam Hukum Islam, ayah adalah pihak yang memiliki kewajiban 

finansial terhadap anak. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. 

Al-Baqarah ayat 233 :  

لرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى ۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اَوْلََدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ اَراَدَ اَنْ يُّتِمَّ ا

 تُضَاۤرَّ  لََ  ۚ   وُسْعَهَا اِلََّ  نَ فْس   تُكَلَّفُ  لََ  بِِلْمَعْرُوْفِۗ  وكَِسْوَتُ هُنَّ  رِزْقُ هُنَّ  ٗ  الْمَوْلُوْدِ لَو

بِوَلَدِىَا وَالِدَة    فِصَالًَ  اَراَدَا فاَِنْ  ۚ   ذٰلِكَ  مِثْلُ  الْوَارِثِ  وَعَلَى ٗ  بِوَلَدِه ٗ  لَّو مَوْلُوْد   وَلََ  ۚ 

هُمَا وَتَشَاوُر  فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَۗاِنْ اَرَدْتُّّْ اَنْ تَسْتَ رْضِعُوْْٓا اَوْلََدكَُمْ فَلَ  ن ْ عَنْ تَ رَاض  مِّ

َ بِاَ ت َ  َ وَاعْلَمُوْْٓا اَنَّ اللّّٰ تُمْ بِِلْمَعْرُوْفِۗ وَات َّقُوا اللّّٰ وْنَ عْمَلُ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآْ اٰتَ ي ْ

ر     بَصِي ْ
Artinya “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah 

menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 

tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. 

Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 

menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka 

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada 

orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara 

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 

Melihat apa yang kamu kerjakan.”
11

 (QS. Al Baqarah :233) 
Dalil tersebut menjelaskan kewajiban membiayai anak yang masih kecil 

tidak hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan 

saja, akan tetapi juga berlanjut apabila terjadi perceraian. Sehingga kewajiban 

                                                           
11Kementrian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Alquran dan Terjemahan, Qr. Al-

Baqarah ayat 233 
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nafkah kepada mantan isteri yang telah memiliki anak merupakan satu kesatuan 

antara nafkah isteri dan nafkah untuk pemeliharaan anak (hadanah).  

Kewajiban memberi nafkah kepada anak adalah bagian dari tanggung 

jawab ayah sebagai wali dan pelindung. Kewajiban itu tidak bergantung pada 

apakah anak berada dalam asuhan ayah atau ibu, dan tidak gugur karena 

perceraian.
12

 Dan Anak adalah amanah yang wajib dipelihara dan dijaga. 

Pemeliharaan itu termasuk pemberian nafkah, yang dalam Islam menjadi 

kewajiban ayah sampai anak mencapai kemandirian. Islam tidak 

memperkenankan orang tua menelantarkan anak, baik dalam nafkah lahir 

maupun batin
13

 

Kemudian ditegaskan dalam firman Allah SWT  mengenai kewajiban 

pemeliharaan anak dalam Q.S At-Thalaq yang berbunyi  : 

نْ سَعَتِو  يكَُلِّفُ  لََ  ۚۗ  اللُّّٰ  اٰتٰىوُ  مَِّآْ  فَ لْيُ نْفِقْ  ٗ  رِزْقوُ عَلَيْوِ  قُدِرَ  وَمَنْ  ۚۗ ٗ  ليُِ نْفِقْ ذُوْ سَعَة  مِّ
يُّسْرًا عُسْر   بَ عْدَ  اللُّّٰ  سَيَجْعَلُ  اٰتٰىهَاۗ  مَآْ  اِلََّ  نَ فْسًا اللُّّٰ    

Artinya : Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi 

nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak 

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan 

kelapangan setelah kesempitan.
14

 (Qs. At-Thalaq: 7) 

 

Ayat ini mengaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah sesuai 

dengan kemampuannya baik selama masa pernikahan maupun setelah 

                                                           
12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 

hlm. 203 
13

 A. Djazuli, Hukum Islam Tentang Anak, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 114. 
14 Kementrian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Alquran dan Terjemahan”, Qr.Al 

Tahrim ayat 6 
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perceraian, Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, hendaknya memberi dengan 

kelapangan pula dan bagi yang rezekinya terbatas, cukup memberi sesuai kadar 

kemampuan tanpa harus memaksakan diri atau mencari nafkah dari jalan yang 

tidak diridhai Allah SWT. 

Dengan demikian, baik istri maupun mantan istri tidak diperbolehkan 

menuntut nafkah dalam jumlah yang melampaui kemampuan suami atau mantan 

suami. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang 

mempertimbangkan kondisi riil pihak yang berkewajiban, serta keyakinan 

bahwa Allah SWT akan memberikan kelapangan setelah masa sempit. 

Dalam ayat ini merupakan pelengkap dari QS. Al-Baqarah ayat 233, 

yang menegaskan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak dan ibunya 

meskipun dalam situasi ekonomi yang berbeda-beda, islam memberikan 

kelonggaran dan keadilan dengan tidak diwajibkan melebihi kemampuannya. 

Sehingga suami atau mantan suami tidak ada alasan untuk menghindar dari 

tanggung jawab selama ia masih memiliki kemampuan. 

Hukum Islam menempatkan anak sebagai makhluk lemah yang harus 

dilindungi, termasuk dalam aspek finansialnya. Kewajiban nafkah merupakan 

bentuk perlindungan itu, dan tanggung jawab tersebut tidak hilang meskipun 

terjadi perceraian.
15

 

2. Pembagian dan Jenis Nafkah menurut Hukum Islam 

a. Nafkah kepada Istri  

                                                           
15

 Henny Sri Mulyani, “Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Peran 

Negara,” Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25 No. 1, 2015, hlm. 33. 
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Nafkah istri adalah pemberian suami kepada istri sebagai kewajiban 

selama terikat dalam hubungan pernikahan. Nafkah tersebut meliputi 

kebutuhan hidup sehari-hari sesuai kemampuan suami dan kelayakan sosial 

istri. Nafkah ini juga mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, 

tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya yang dianggap layak menurut 

kebiasaan masyarakat setempat dan kemampuan suami.
16

 Istri berhak 

mendapatkan nafkah dari suami sejak akad nikah yang sah, meskipun belum 

terjadi hubungan suami istri atau tinggal serumah, selama ia tidak dalam 

keadaan nusyuz. 

Kewajiban ini bersifat tetap dan tidak gugur karena alasan status 

ekonomi istri. Artinya, meskipun istri bekerja atau memiliki penghasilan 

sendiri, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah sebagai bagian dari 

tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga (qiwamah). Dalam 

praktik hukum Islam di Indonesia, ketentuan ini juga tercermin dalam Pasal 

34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang 

menyatakan bahwa: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan 

segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.”
17

 

b. Nafkah Kepada Anak (Nafaqah al-Walad) 

Nafkah kepada anak adalah kewajiban syar‘i yang dibebankan kepada 

ayah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keturunannya (nasab). 

Kewajiban ini dimulai sejak anak lahir dan berlanjut hingga anak mencapai 

                                                           
16 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 211 
17 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat , Tahun 2015 
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usia dewasa atau mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Dalam hal anak 

belum mampu mandiri, meskipun telah dewasa secara usia, maka nafkah 

tetap menjadi kewajiban ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah 

kepada anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan 

pendidikan, hingga anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.
18

 

Dalam konteks hukum Islam, nafkah anak mencakup kebutuhan 

jasmani dan rohani, termasuk makan-minum, tempat tinggal, pendidikan 

formal dan agama, serta kesehatan. Dalam kasus perceraian, kewajiban 

nafkah tetap berada pada ayah, meskipun hak asuh (hadhanah) anak berada di 

tangan ibu. Ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menggugurkan tanggung 

jawab nafkah, karena hubungan nasab tidak terputus akibat putusnya 

hubungan perkawinan. 

Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, nafkah anak yang 

ditetapkan oleh pengadilan dapat berupa nafkah bulanan atau tahunan, dan 

bahkan dapat dinaikkan jika kebutuhan anak meningkat seiring usia. 

Beberapa hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan 

ayah, jumlah anak, dan biaya pendidikan dalam menetapkan nominal nafkah. 

c. Nafkah kepada Orang Tua dan Kerabat 

Dalam ajaran Islam, selain kepada istri dan anak, nafkah juga wajib 

diberikan kepada orang tua yang sudah tidak mampu mencukupi 

kebutuhannya sendiri. Kewajiban ini bersifat moral, sosial, dan juga syar‘i, 

karena didasarkan pada prinsip timbal balik serta penghormatan terhadap jasa 

                                                           
18 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215  
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orang tua yang telah membesarkan anak-anaknya. Dan Nafkah kepada orang 

tua wajib ditunaikan oleh anak-anak mereka jika orang tua tersebut telah 

memasuki usia lanjut, tidak mampu bekerja, dan tidak memiliki penghasilan 

yang cukup. Dalam kondisi demikian, anak wajib menggantikan posisi orang 

tua dalam hal kebutuhan ekonomi dan social.
19

 

Islam mewajibkan anak yang mampu menafkahi orang tuanya yang 

miskin atau lanjut usia, karena hal tersebut bagian dari wujud berbakti dan 

membalas kebaikan. Kewajiban ini bahkan meluas kepada kerabat dekat 

lainnya yang tidak mampu, selama hubungan kekerabatan itu menimbulkan 

tanggung jawab dalam hukum Islam (misalnya saudara kandung, kakek-

nenek, cucu). Namun, hukum nafkah kepada kerabat di luar orang tua bersifat 

fardhu kifayah (cukup dilakukan salah satu anggota keluarga), berbeda 

dengan nafkah kepada orang tua yang bersifat fardhu „ain (wajib pribadi) 

bagi anak-anak yang mampu.
20

. 

Dengan demikian, nafkah kepada orang tua dalam hukum Islam 

adalah bagian dari kewajiban anak secara spiritual dan sosial, dan menjadi 

bentuk nyata dari pengamalan nilai ihsan dalam kehidupan berkeluarga. 

d. Nafkah Aktual ( Sekarang/ Berkala ) 

Nafkah Aktual Adalah nafkah yang diberikan secara rutin dan 

berkelanjutan sesuai kebutuhan yang sedang berlangsung, seperti nafkah 

harian atau bulanan kepada istri, anak, atau orang tua. Nafkah jenis ini 

                                                           
19 H. Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 

1996), hlm. 1183 
20 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 181.  
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merupakan bentuk nafkah yang paling umum dan wajib dipenuhi selama 

pihak penerima berada dalam tanggungan sah secara syar‘i. Nafkah yang 

wajib diberikan adalah nafkah yang sesuai dengan kebutuhan nyata yang 

sedang berlangsung, seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal.
21

 

e. Nafkah Lampau (Nafaqah al-Madhiyah) 

Nafkah lampau adalah nafkah yang seharusnya diberikan di masa lalu 

tetapi tidak ditunaikan. nafkah anak yang tidak dibayarkan oleh ayah sejak 

perceraian hingga gugatan diajukan.
22

 Dalam praktik pengadilan agama di 

Indonesia, SEMA No. 2 Tahun 2019 memberikan dasar bagi hakim untuk 

mengabulkan tuntutan nafkah lampau, khususnya kepada anak yang selama 

ini diasuh oleh pihak lain tanpa bantuan dari ayah biologis. 

Nafkah madhiyah dapat dikabulkan jika terbukti bahwa pihak yang 

berkewajiban telah meninggalkan tanggung jawabnya, dan pihak pengasuh 

telah menanggung kebutuhan anak sepenuhnya. Namun, dalam 

penerapannya, tuntutan nafkah lampau sering kali ditolak disebabkan karena 

Tidak ada bukti jumlah yang pasti, Tidak ada tuntutan sebelumnya dalam 

waktu yang wajardan ada pernyataan pelepasan atau ikhlas dari pihak 

penggugat. 

f. Nafkah Masa Depan (Nafaqah al-Mustaqbaliyah) 

Nafkah masa depan adalah nafkah yang dituntut untuk kebutuhan 

yang belum terjadi, seperti biaya kuliah anak yang belum memasuki jenjang 

                                                           
21 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215. 
22 Mahfud Sholihin, ―Penetapan Besaran Nafkah Anak oleh Hakim dalam Putusan 

Perceraian,‖ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 221. 
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pendidikan tinggi atau biaya menikah di masa mendatang. Dalam hukum 

Islam, nafkah jenis ini tidak dapat dituntut sebelum waktunya, karena belum 

menjadi kebutuhan aktual dan belum tentu terjadi. Nafkah itu wajib diberikan 

untuk kebutuhan yang nyata dan ada, bukan untuk sesuatu yang belum jelas 

waktunya. Maka tidak boleh seseorang menuntut nafkah masa depan kecuali 

jika telah disepakati sebelumnya.
23

 

Pengadilan juga cenderung menolak permintaan nafkah proyeksi 

seperti ini karena belum dapat dibuktikan secara faktual dalam hukum acara. 

Prinsip ini sejalan dengan asas dalam hukum perdata, yaitu bahwa hak hanya 

dapat dituntut jika sudah nyata dan dapat dibuktikan. 

3. Maqashid Syariah Dalam Penetapan Nafkah Anak  

Dalam perspektif hukum Islam, pemberian nafkah anak bukan hanya 

kewajiban yang bersifat tekstual berdasarkan dalil-dalil eksplisit dari Al-

Qur‘an dan hadis, melainkan juga merupakan bagian dari tujuan besar syariat 

Islam (maqashid al-syari‟ah) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat 

manusia secara menyeluruh. 

Dalam konteks pemberian nafkah anak, dua aspek maqashid syariah 

yang paling relevan adalah: 

1. Hifz al-Nafs (menjaga jiwa): Nafkah melindungi kehidupan dan 

kesejahteraan anak agar tidak terlantar dan dapat tumbuh sehat. hifz al-nafs 

bukan hanya sekadar melindungi nyawa, tetapi juga menjaga kualitas 

                                                           
23

Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam: Menurut Empat Madzhab, terj. Saifuddin Zuhri, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 632.  
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hidup agar manusia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai 

kodratnya sebagai makhluk yang dimuliakan 

Oleh karena itu, hukum Islam mewajibkan setiap ayah untuk menunaikan 

nafkah anaknya secara layak, baik dalam kondisi rumah tangga masih utuh 

maupun setelah perceraian. Kewajiban ini bukan hanya berdasarkan 

hubungan nasab, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan jiwa anak agar 

tidak terabaikan secara ekonomi dan sosial. 

2. Hifz al-Nasl (menjaga keturunan): Memberi nafkah mendukung 

keberlanjutan generasi yang berkualitas dan tidak terbebani oleh 

kemiskinan atau ketidakpedulian. Pemenuhan nafkah anak adalah bentuk 

realisasi dari tujuan maqashid, karena dengannya keluarga sebagai unit 

terkecil masyarakat dapat berfungsi secara harmonis dan anak sebagai 

generasi penerus dapat tumbuh dalam suasana yang mendukung 

perkembangan spiritual dan intelektual
24

 

Pemenuhan nafkah anak adalah bentuk realisasi dari tujuan maqashid, karena 

dengannya keluarga dapat berfungsi secara harmonis dan anak sebagai generasi 

penerus dapat tumbuh dalam suasana yang mendukung.
25

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 70 
25 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 70. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Pengadilan Agama Curup 

Sebelum terbentuk Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara 

keagamaan di wilayah kabupaten Rejang Lebong dilakukan melalui lembaga-

lembaga yang tersedia saat itu,  seperti Peradilan Desa, Peradilan Marga, 

Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen. 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 

mengenai Peradilan Agama pada Pasal 1 ayat 4, serta diberlakukannya Undang-

undang No. 22 tahun 1946 Jo UU No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, 

talak dan rujuk, peran peradilan agama yang sebelumnya dijalankan dalam 

struktur menjadi tidak aktif. mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang 

ada pada Peradilan Adat. Hal ini terjadi disebabkan karena pada masa lalu  pejabat 

agama yang bertugas dalam peradilan adat juga menangani urusan pernikahan, 

talak dan rujuk. Namun, dengan ada perubahan tersebut, banyak pejabat atau 

swapraja dialihkan kedalam Kantor Urusan Agama (KUA). Akibatnya, muncul 

anggapan bahwa peradilan agama harus berada dibawah peradilan adat, sehingga  

berbagai perkara lain yang seharusnya ditangani oleh pengadilan adat tidak 

tertanangi secara optimal. 

Dengan melihat kondisi tersebut, pihak Residen Bengkulu pada 22 april 

1954 memutuskan untuk menyerahkan wewenang urusan peradilan agama kepada 

Kantor Urusan Agama setempat. Demikian dalam situasi Peradilan Agama di 

daerah Rejang Lebong, secara administrasi termasuk dalam Keresidenan 
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Bengkulu dan mengalami kekosongan fungsi. Untuk sementara waktu 

penyelesaian perkara keagmaandi tangani oleh KUA sambari menunggu 

kelanjutan UU Darurat No.1 Tahun 1951 pasal 1 ayat 4. 

Keadaan ini berlangsung sampai tahun 1957, saat diberlakukannya 

Peraturan Presiden No. 45 Tahun  1957 mengenai pembentukan Peradilan Agama 

diluar Jawa dan Madura. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, melalu 

Penetapan Menteri Agama No. 38 Tahun 1957, didirikan tujuh Peradilan Agama 

di wilayah Sumatera Selatan salah satunya Pengadilan Agama Bengkulu yang 

wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di 

Pengadilan Agama Bengkulu. 

Melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 14 

November 1960, didirikan Pengadilan Agama Curup sebagai cabang dari 

Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah 

Syar‘iyah Cabang Kantor Curup. Lembaga ini memiliki Yurisdiksidi wilayah  

Daerah Tingkat II Rejang Lebong dan mulai dilakukan sidang pertama pada 

tanggal 4 Oktober 1961. Maka sejak saat itu, perkara keagaman mulai mendapat 

pelayanan hukum yang layak di daerah Rejang Lebong ini. 

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup mulai berubah dari cabang 

menjadi lembaga mandiri dengan nama  Pengadilan Agama Curup / Mahkamah 

Syar‘iyah Curup untuk wilayah Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Selanjutnya, 

setelah diterbitkan keputusan Menteri Agama No 43 tahun 1966 mengenai 

nomenklatur instansi-instansi keagamaan tingkat daerah menjadi instansi tingkat 

provinsi, kabupaten, dan kotamadya, nama lembaga tersebut diubah menjadi 
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Pengadilan Agama / Mahkamah Syar‘iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong. 

Kemudian berdasarkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1970 

tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka 

Pengadilan Agama /Mahkamah Syar‘iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong resmi  

menjadi Pengadilan Agama Curup. 

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup pada Tahun 1961, dimulai 

era baru bagi penyelengara Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. 

Meskipun sudah berdiri sendiri, kondisikantor pada awalnya masih belum tetap.  

Pengadilan Agam Curup masih berpindah-pindah tempat dan menyewa dari lokasi 

satu dengan lokasi lain. Baru pada tahun 1978 lembaga ini memiliki gedung 

kantor yang permanen.  

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati sebelumnya oleh 

Pengadilan Agama Curup adalah : 

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif; 

2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin; 

3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahy;. 

4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat 

Curup; 

5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup; 

6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini; 

7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah; 

8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang 

diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama 

Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati; 

9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati hingga sekarang  

Setelah disahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989, seluruh Pengadilan 

Agama diseluruh Indonesia termasuk dengan Pengadilan Agama Curup, 
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secarapenuh memperoleh status sebgai lembaga peradilan tingkat pertama  ( court 

of low ). Hal ini disebabkan karena telah diberikan kewewenang secara 

menyeluruh untukmenjalankan fungsi yudisial yaitu menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan perkara yang masuk di pengadilan. Sejak saat itu, 

Peradilan Agama diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II termasuk 

Peradilan Agama Curup juga berada pada posisi kelas II B. 

Pada tahun 1993 Peradilan Agama Curup mengajukan peningkatan status 

kelembagaan menjadi kelas IB, dengan pertimbangan beban kerja yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan pengadilan agama lain di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi, 

permohonan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang konkret, sehingga 

meskipun dalam volume pekerjaan yang ditangani sangat besar, Pengadilan 

Agama Curup tetap tidak memperoleh alokasi dana yang memadai karena masih 

berada dalam kategori kelas II B. 

Perubahan sistem klasifikasi pengadilan yang semula terdiri dari kelas IA, 

IB, IIA, dan IIB, menjadi hanya tiga tingkatan yakni kelas IA, IB, dan II, 

kemudian terealisasi pada tahun 2009. Sebagai bagian dari peringatan Hari Ulang 

Tahun Kota Curup ke-129 yang jatuh pada 29 Mei 2009, Peradilan Agama Curup 

akhirnya menerima Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik 

Indonesia mengenai peningkatan status dari kelas II menjadi kelas IB. Ketentuan 

ini dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 

022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009, yang menetapkan peningkatan kelas 

bagi 12 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‘iyah dari kelas II ke kelas IB dan 4 

lainnya ke kelas IA. 
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Keberhasilan peningkatan status ini tentu tidak lepas dari peran dan 

dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bupati Rejang Lebong yang memberikan 

rekomendasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dianggap wajar mengingat 

Peradilan Agama Curup merupakan satu-satunya kota berkembang di Provinsi 

Bengkulu di luar ibu kota provinsi. Selain itu, Pengadilan Negeri Curup yang 

wilayah hukumnya sama dengan PA Curup juga telah lebih dahulu mengalami 

kenaikan status dari kelas II menjadi kelas IB.
1
 

B. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Curup  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang mengatur Pembentukan 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari‘ah di wilayah luar Jawa dan Madura; 

2. Penetapan Menteri Agama nomor 5 Tahun 1958 yang menetapkan 

Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari‘ah diwilayah Sulawesi, 

Nusa Tenggara dan Irian Jaya; 

3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai landasan 

hukum penyelnggara perkawinan diindonesia; 

4. Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 yang mengatur tanggung 

jawab petugas Pegawai Pencatat Nikah serta mekanisme kerja Pengadilan 

Agama dalam penerpan hukum peraturan Perundang-undangan perkawinan 

bagi umat Islam; 

5. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menjadi Pedoman 

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1074; 

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 mengenai strukturdan  Tata 

Kerja Departemen Agama yang kemudian diperbarui dengan keputusan 

Nomor 6 Tahun 1976 dan Nomor 405 Tahun 1981; 

                                                           
1
Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 21.30 

WIB,https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/sejarah-

pengadilan 

http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan
http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan
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7. Keputusan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 1978 mengenai Struktur 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan 

Tinggi Agama; 

8. Instruksi Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1981 sebagai Pelaksanaan dari 

Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981; 

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1981 yang merupakan tindak 

lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991; 

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 96 Tahun 1982 mengenai Pembentukan 

Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 162 Tahun 1988 yang mengatur Biaya 

Perkara pada Badan Peradilan Agama; 

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995 Tentang Pembentukan empat 

Pengadilan Tinggi Agama di wilayah  Bengkulu, Palu, Kendari dan Kupang; 

13. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2004 yang mengatur tentang sistem 

Kekuasaan Kehakiman diindonesia; 

14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 

15. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah 

mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta 

perubahan dan penambahan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 

21.38 WIB,https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-

pengadilan/wilayah-yurisdiksi 

http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi


 
 

40 
 

C. Profil Pengadilan Agama Curup Kelas IB 

 

  

 

 

 

 

(Gedung Pengadilan Agama Curup Kelas 1B) 

 

Nama Instansi : Pengadilan Agama Curup Kelas IB 

Alamat : Jl. S. Sukowati,  Air Putih Lama, 

Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang 

Lebong – Bengkulu 

Kode Pos : 39119 

Nomor Telepon : (0732) 21393 

E-Mail :  pacurup123@gmail.com 

Website :  http:/pa-curup.go.id/ 

Tahun Berdiri :  Tahun 1960 menjadi Cabang dari 

Pengadilan Agama Bengkulu 

Tahun 1964 Berdiri sendiri 

Tahun 2009 berubah menjadi Kelas IB 

Mulai di Bangun 

Gedung 

: Tahun 2005 

 

D. Lokasi dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Curup 

Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S. Sukowati Nomor 24, tepat 

di depan Rumah Dinas Bupati Rejang Lebong, kota Curup, Kabupaten Rejang 

Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan kode Pos  39112. Lokasi geografis kantor 

mailto:pacurup123@gmail.com
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pengadilan agama curup sangat strategis karenma berada dipusat pemerintahan 

daerah, sehingga mudah diakses oleh masyrakat 

Secara geografis, batas-batas lokasi Pengadilan Agama Curup adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebelah Utara:  berhadapan langsung dengan Rumah Dinas Bupati Rejang 

Lebong 

2. Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kantor Nahdatul Ulama (NU) Rejang 

Lebong dan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Curup 

3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan permukiman penduduk 

4. Sebelah Barat :  Berbatasan dengan rumah warga 

Adapun cakupan Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup meliputi seluruh 

wilayah Kabupaten dengan rincian sebagai berikut :
3
 

1. Kecamatan Curup terdiri 9 Kelurahan 

2. Kecamatan Curup Timur terdiri atas 4 Kelurahan 5 Desa 

3. Kecamatan Curup Selatan terdiri atas 2 Kelurahan 9 Desa 

4. Kecamatan Curup Utara terdiri atas 2 Kelurahan 12 Desa 

5. Kecamatan Curup Tengah terdiri 9 Kelurahan 1 Desa 

6. Kecamatan Bermani Ulu terdiri atas12 Desa 

7. Kecamatan Selupu Rejang terdiri atas 3 Kelurahan 11 Desa 

8. Kecamatan Sindang Kelingi terdiri atas 1 Kelurahan 11 Desa 

9. Kecamatan Sindang Daratan terdiri atas 8 Desa 

10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu terdiri atas 9 Desa 

11. Kecamatan Binduriang terdiri atas 5 Desa 

12. Kecamatan Padang Ulak Tanding terdiri atas 1 Kelurahan 14 Desa 

13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir terdiri atas 10 Desa 

14. Kecamatan Kota Padang terdiri atas  3 Kelurahan 7 Desa 

15. Kecamatan Bermani Ulu Raya terdiri atas 10 Desa 

 

 

                                                           
3 Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 

21.45 WIB,https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-

pengadilan/wilayah-yurisdiksi 

http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
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(Peta yurisdiksi Pengadilan Agama Curup) 

 

E. Visi Misi Pengadilan Agama Curup 

1. Visi 

 Terwujudnya Pengadilan Agama Curup yang Agung
4
 

2. Misi 

a. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama; 

b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Moderen; 

c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama; 

d. Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparasi Badan Peradilan. 

 

F. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup 

 

 

                                                           
4 Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 

21.55 WIB, https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/visi-

misi- 

http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/visi-misi-
http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/visi-misi-
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1. Pimpinan Pengadilan Agama Kelas IB 

No Nama Jabatan 

1. Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. Ketua 

2. Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. Wakil 

 

2. Hakim 

No Nama Jabatan 

1. Ayu Mulya, S.HI., M.H. Hakim 

 

 

3. Pejabat Kesekretariatan 

No Nama Jabatan 

1. Anriston,S.H Sekretaris 

2. Hendri Alan Kurniawan, S.T Kasubag Perencanaan 

Teknologi 

Informasi dan Pelaporan 

3. Willcovin Alwintara 

D,S.Kom.,M.H 

Kepala Kasubag Umun dan 

Keuangan 

4. Dedi ismadi Harahap, S.H.,M.H Kepala Subbagian 

Kepegawaian, Organisasi, dan 

Tata Laksana 

 

4. Pejabat Kepanitraan 

No Nama Jabatan 

1. Muhammad Ilham, S.H.I., M.M Panitera 

2. Marina, S.H.,M.H Panitera Muda Hukum 

 

3. Elsi Suryani, S.H.,M.H Panitera Muda Gugatan 

4. Yeni Puswitawati, S.H., M.H Pnitera Muda Permohonan 

5. Armalina, S.H.,M.H Panitera Pengganti  
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6. Iriani Asia Muspita, A.Md Juru Sita 

7. Dita  Maya Sari, S.H.,M.H Juru Sita Pengganti 

 

5. Pejabat Fungsional dan Pelaksana 

No. Nama Jabatan 

1. Fihria Parwanti, A.Md Staf 

2. Liana Deswita, S.H.,S.E., M.Ak Staf 

3. Arie Virgiadi Hajar, S.H Staf 

4. Dwi Yulia Wulandari, S.IP Staf 

5. Marthi Purnama Sari, A.Md Staf 

6. Khulafi Ahdian, S.T Staf 

7. Peonyka Oktoberia, S.H Staf 

8. Anisa Eka Putri, S.H Staf 

 

6. Honorer Pengadilan Agama Curup 

No Nama Jabatan 

1. Tulus Rosidin, S.P Supir 

2. Zulni Satria, S.K.M Supir 

3. Zahid kamil, S.H Satpam 

4. Ahmad Nursin Satpam 

5. Ahmad Maranis Pramubakti 

6. Chandra Mardiansyah Pramubakti 

7. Yuanda Putra Jaya Pramubakti 

8. Agung Haryanto Pramubakti 

9. Septi Yanti, S.E Pramubakti 

10. Yarki Zashkia, S.H Pramubakti 

11. Zelpiyanti, S.H Pramubakti 
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G. Fungsi dan Tugas Pokok Pengadilan Agama 

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama yang kemudian telah mengalami perubahan melalui 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi dalam 

sistem peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, khususnya untuk 

memberikan layanan penyelesaian perkara perdata bagi warga negara yang 

beragama Islam. 

Pengadilan Agama bersama dengan Pengadilan Tinggi Agama 

menjalankan peran yudisial dalam lingkup Peradilan Agama, di bawah koordinasi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi. 

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membina seluruh aspek teknis 

yudisial serta administrasi, organisasi, dan keuangan dari lembaga peradilan di 

bawahnya. 

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

Pengadilan Agama bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki 

kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu 

di bidang perdata Islam, termasuk sengketa yang berkaitan dengan wakaf, zakat, 

infak, sedekah, dan transaksi ekonomi syariah.. 

1. Fungsi Peradilan Agama 

Secara fungsional, Pengadilan Agama memiliki sejumlah tugas 

pelayanan yang mencerminkan peran strategisnya dalam penyelenggaraan 

sistem peradilan berbasis hukum Islam. 

Adapun bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan meliputi: 
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a. Memberikan layanan administrasi perkara, baik untuk tingkat pertama, 

banding, kasasi, hingga peninjauan kembali, serta administrasi peradilan 

lainnya yang berada dalam lingkup kewenangannya; 

b. Menyediakan layanan administrasi umum bagi seluruh unit kerja di 

lingkungan Pengadilan Agama; 

c. Menyampaikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam 

kepada instansi pemerintah dalam wilayah hukumnya apabila diminta 

secara resmi; 

d. Menangani permohonan bantuan pembagian harta peninggalan secara non-

kontensius (di luar sengketa), yang diajukan oleh para pihak yang 

beragama Islam; 

e. Melakukan waarmerking (pengesahan) terhadap akta waris di bawah 

tangan, terutama untuk keperluan pengambilan simpanan, tabungan, atau 

deposito di lembaga keuangan;  

f. Melaksanakan berbagai layanan tambahan, seperti penyuluhan hukum 

kepada masyarakat, pemberian pendapat hukum Islam, pelayanan untuk 

kebutuhan riset atau penelitian, serta pengawasan terhadap advokat atau 

penasihat hukum dalam lingkup peradilan agama. 

2. Tugas Pokok Pengadilan Agama 

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga 

peradilan di lingkungan Mahkamah Agung diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, antara lain: 

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970, Pengadilan bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan 

hukum yang berlaku; 

b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan 

kekuasaan yang bersifat independen dan bertugas menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai 

Pancasila, dalam rangka mewujudkan negara hukum Republik Indonesia; 
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c. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009—ditegaskan 

bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, 

memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara pihak-pihak 

yang beragama Islam dalam bidang-bidang seperti perkawinan, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah, dan 

pengangkatan anak; 

d. Selain itu, sesuai Pasal 52A, Pengadilan Agama juga diberikan tugas untuk 

memberikan penetapan itsbat kesaksian rukyatul hilal serta menentukan 

awal bulan dalam kalender Hijriyah. 

Pengadilan Agama Curup memiliki fungsi utama dalam 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama, khususnya dalam 

bidang perdata tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam. Fungsi ini 

dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah kembali dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan 

bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang ditujukan bagi pencari keadilan yang beragama Islam dalam 

perkara-perkara tertentu. 

Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Curup 

bertanggung jawab atas penyelesaian perkara-perkara perdata di bidang 

hukum Islam, dan penyelenggaraannya berlandaskan pada struktur organisasi 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana 

diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 

2015. 
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Struktur organisasi Pengadilan Agama terdiri atas unsur pimpinan 

yaitu Ketua dan Wakil Ketua, unsur yudisial yaitu para Hakim, serta unsur 

kepaniteraan dan kesekretariatan. Unsur kepaniteraan meliputi Panitera, 

Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda 

Hukum. Adapun bagian kesekretariatan terdiri dari Sekretaris, Kepala 

Subbagian Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi 

dan Tata Laksana, serta Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, 

dan Pelaporan. Masing-masing unsur tersebut memiliki tugas pokok dan 

fungsi yang mendukung pelaksanaan tugas peradilan secara menyeluruh
4
. 

H. Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif 

Dalam sistem peradilan di Indonesia, dikenal dua bentuk kompetensi 

pengadilan, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kedua bentuk 

kompetensi ini berfungsi untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang 

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkaranya 

dan wilayah hukumnya. 

1. Kopetenai Absolut  

Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan yang ditentukan 

berdasarkan jenis perkara atau sengketa yang diajukan. Dalam hal ini, jenis 

perkara tertentu hanya dapat diperiksa oleh lembaga peradilan tertentu. 

Kompetensi absolut bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan atau 

disepakati untuk dialihkan ke lembaga peradilan lain. Jika suatu pengadilan 

memeriksa perkara yang bukan menjadi kewenangannya secara absolut, maka 

putusannya dapat dinyatakan batal demi hukum. 

                                                           
4 Website Pengadilan Agama Curup, diakses pada hari Selasa, 26 Agustus 2024 Jam 

22.15 WIB, https://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/visi-

misi- 

http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/visi-misi-
http://www.pa-curup.go.id/pacurupnew/tentang-pengadian/proril-pengadilan/visi-misi-
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Dalam konteks perkara nafkah anak, pengadilan yang memiliki 

kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah 

Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama bertugas dan 

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
5
 

Dengan demikian, karena perkara nafkah anak merupakan bagian dari 

perkara perkawinan, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama 

untuk menyelesaikannya. 

2. Kompetensi Relatif  

Kompetensi relatif adalah kewenangan suatu pengadilan untuk memeriksa 

dan mengadili perkara berdasarkan wilayah hukum atau lokasi tempat tinggal 

para pihak yang berperkara. Kompetensi ini digunakan untuk menentukan 

pengadilan mana secara lokal atau geografis yang berwenang menangani 

perkara yang diajukan. 

Dalam hukum acara, kompetensi relatif berfungsi untuk mencegah 

penyalahgunaan tempat pengajuan gugatan dan untuk memastikan bahwa 

pihak-pihak yang terlibat dapat mengakses proses peradilan dengan mudah 

sesuai domisili mereka. Penentuan kompetensi relatif mengacu pada domisili 

tergugat atau penggugat, tergantung jenis perkaranya dan pengadilan yang 

berwenang secara absolut. 

                                                           
5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, Pasal 49 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan NAfkah Anak dalam Perkara 

Nomor : 324/Pdt.G/2023/PA.Crp 

Dalam perkara putusan Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp merupakan perkara 

gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat, yakni mantan istri dari 

Tergugat, pasca perceraian yang telah diputus sebelumnya melalui Putusan 

Nomor 291/Pdt.G/2021/PA.Crp. Dalam gugatan tersebut, Penggugat menuntut 

nafkah anak untuk dua orang anak yang masih belum dewasa, yaitu Vazel Norway 

Tanjung dan Valencia Mecca Tanjung. Tuntutan yang diajukan mencakup: 

1. Nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan Mei 2020 sampai Desember 2022 

selama 31 bulan sebesar Rp248.000.000; 

2.  Biaya hidup dan pendidikan untuk anak SMA sebesar Rp3.525.000 × 12 bulan 

= Rp42.300.000; 

3. Biaya kuliah selama 5 tahun sebesar Rp3.700.000 × 60 bulan = 

Rp222.000.000; 

4. Keseluruhan total nilai gugatan mencapai lebih dari Rp766.000.000 

Akan tetapi terjadi penurunan yang sangat signifikan antara nilai nafkah anak 

yang diminta oleh Penggugat dengan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Dalam 

petitum gugatannya, Penggugat mengajukan permintaan nafkah sebesar lebih dari 

Rp766.000.000. Permintaan tersebut meliputi nafkah anak yang belum dibayarkan 

selama 31 bulan (nafkah madhiyah), biaya hidup satu tahun ke depan, serta biaya 

pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi selama lima tahun. 

Namun, setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan fakta 

persidangan, Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian dari permintaan 
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tersebut. Hakim menetapkan bahwa Tergugat cukup membayar nafkah sebesar 

Rp750.000 per bulan untuk satu anak yang masih di bawah umur, dengan 

ketentuan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak mencapai usia dewasa atau 

mandiri.  Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum dalam perkara nafkah 

anak dengan melihat beberapa aspek : 

1. Aspek Yuridis  

Majelis merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

kewajiban nafkah anak oleh ayah antara lain: 

a. Pasal 41 huruf  b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

“Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak 

dapt meemnuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 

ikut memikul biaya tersebut.”
1
 

Pasal ini mengatur tanggung jawab orang tua pasca perceraian, 

meskipun perceraian telah terjadi, tanggung jawab ayah terhadap anak tetap 

berlanjut, khusunya dalam hal pemeliharan dan pendidikan. Pasal ini 

mempertegas bahwa perceraian tidak semata-mata mmutuskan hubungan 

tanggung jawab orang tua terhdap anak-anak meeka. 

b. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam  

1) Hak atas pemeliharaan dan pengasuhan 

Berdasarkan Pasal 105 KHI, apabila terjadi perceraian: 

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 

tahun diserahkan kepada ibunya. 

                                                           
1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41, Tahun 2015 
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b) Setelah anak berusia 12 tahun, anak diberikan hak memilih untuk 

diasuh oleh ayah atau ibunya. 

c) Biaya pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah.
2
 

2) Hak atas nafkah, pendidikan, dan tempat tinggal 

Dalam Pasal 156 huruf (d) KHI ditegaskan bahwa: 

―Semua biaya hadhanah dan Nafkah Anak menjadi tanggung jawab 

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut 

dewasa dapat mengurus diri sendiri ( 21 Tahun )”
3
 

Dalam menunjukan bahwa meskipun percerain terjadi, kewajiban 

nafkah terhadap anak tetap melekat pada ayah, karena ayah merupakan 

pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. 

Namun dalam komppilasi hukum islam memberi batas nafkah anak 

disesuaikan dengan kemampuan ayah. Sehingga jika ayah 

memilikipengasilan besar maka besaran nafkah anak  dapat lebih tinggi. 

Sebaliknya, jika ayah berada dalam kondisi terbatas secara ekonomi, maka 

nafkah diberikan sesuai batas kemampuannya. 

Kewajiban nafkah anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, 

khususnya ayah, terhadap kelangsungan hidup anak. Anak memiliki hak 

untuk memperoleh nafkah, sedangkan ayah tetap memiliki kewajiban 

untuk memenuhinya, meskipun hak pemeliharaan anak berada di tangan 

ibu. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar anak seperti biaya 

pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Berdasarkan 

Komplikasi Hukum Islam, hak-hak anak dan kewajiban ayah berjalan 

                                                           
2 Kompilasi Hukum Isalam, Pasal 105, Tahun 2020 
3 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156, Tahun 2020 
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beriringan. Ketika anak memiliki hak untuk hidup layak, maka ayah 

sebagai wali tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan tersebut..
4
 

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya 

selaku hakim di Pengadilan Agama Curup menyampaikan: 

Munculnya nafkah anak disebabkan adanya kewajiban ayah, ada 

yang namanya Nafkah anak yang diberikan setelah ditetapkan hakim dan 

ada juga nafkah madhiyah anak yaitu nafkah yang ditinggalkan bapaknya. 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf b 

bahwa Ayah baik itu masih dalam perkawinan ataupun setelah terjadi 

perceraian yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu dan bilamana Ayah dalam kenyataan 

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
5
 

 

c. SEMA No. 3 Tahun 2018 

Berdasarkan yang diungkapkan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim 

di Pengadilan Agama mengatakan bahwa : 

Pertimbangan utama majelis hakim pengadilan Agama Curup 

dalam menetapkan nafkah anak mengacu pada peraturan Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, akan tetapi SEMA ini 

umum yang hanya menerangkan untuk mempertimbangkan cerai talak 

berupa nafkah anak maka harus didasarkan pada rasa keadilan dan 

Kepatutan.6 

Surat Edaran Mahkamah Agung memang tidak memiliki kekuatan 

mengikat sebagaimana undang-undang, karena sifatnya bukan merupakan 

peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan bukan norma 

hukum yang mengikat secara yuridis formal, hakim tetap dapat 

merujuknya sebagai pedoman dalam memutus perkara, terutama dalam 

                                                           
4 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Konteporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2007) ,hlm. 212 
5 Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku Hakim di Pengadilan Agama Curup, pada 

Kamis, 27 Maret 2025 pukul 09.30 WIB 
6 Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku Hakim di Pengadilan Agama Curup, pada 

Kamis, 27 Maret 2025 pukul 09.38 WIB 
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tidak ada penjelasan pengaturan yang rinci dalam peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, dalam proses pertimbangan Surat Edaran 

Mahkamah Agung  dapat dijadikan acuan untuk menetapkan besaran biaya 

hak asuh anak ketika sumber hukum primer tidak mengaturnya secara 

spesifik.7 

3. Aspek Ekonomi (Kemampuan Riil Tergugat) 

Dalam perkara Nafkah Anak ini Majelis Hakim menilai kemampuan 

keuangan Tergugat secara objektif berdasarkan fakta yang terungkap di 

persidangan. Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa ia tidak lagi 

memiliki penghasilan dari usaha kantin yang sebelumnya dikelola di lingkungan 

kampus IPB. Usaha tersebut diketahui telah berhenti beroperasi karena selama 

empat bulan terakhir Tergugat tidak mampu membayar uang sewa tempat, 

sehingga secara faktual tidak lagi menjadi sumber penghasilan bagi dirinya. 

Setelah kehilangan pengasilan dari usaha kantin, Tergugat mengaku bahwa saat 

ini ia hanya bekerja sebagai pedagang mie ayam, dengan penghasilan rata-rata 

Rp3.000.000,00 hingga Rp4.500.000,00  per bulan. Pengasilan ini tergolong 

redah, apalagijika dibandingkan dengan besaran nafkah anak yang diminta oleh 

penggugat yang nilainya mencapai ratusan juta untuk kebutuhan pendidikan 

jangka panjang anak-annak mereka. 

Selain penghasilan yang terbatas, Tergugat juga mengungkapkan bahwa 

ia memiliki sejumlah tanggungan finansial lain, seperti cicilan pinjaman di Bank 

BNI, yang mana pembayaran angsuran tersebut dibantu oleh anaknya dari 

pernikahan pertama. Ia juga memiliki kewajiban lain untuk menafkahi keluarga 

                                                           
7 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Kehakiman dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2016), hlm. 103 
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dari pernikahan sebelumnya, yang tentu saja menjadi beban tambahan dalam 

struktur pengeluarannya. Dalam persidangan, Tergugat menyatakan 

kesediaannya untuk tetap bertanggung jawab atas kebutuhan anak-anaknya dari 

perkawinan dengan Penggugat, termasuk pendidikan mereka. Namun, 

pernyataan itu tidak disertai dengan rincian atau angka pasti mengenai berapa 

besar jumlah nafkah yang sanggup ia berikan setiap bulan. Ketidakjelasan ini 

menjadi catatan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan. 

Dengan memperhatikan keseluruhan kondisi tersebut, majelis hakim 

mengambil sikap hati-hati dan berimbang. Hakim tidak hanya mendasarkan 

keputusan pada beban normatif yang seharusnya dipikul oleh ayah, tetapi juga 

memperhitungkan realitas ekonomi yang dihadapi oleh Tergugat. Oleh karena 

itu, jumlah nafkah yang ditetapkan oleh hakim sebesar Rp750.000 per bulan 

untuk anak pertama dan Rp500.000 untuk anak kedua, ditambah kenaikan 10% 

tiap tahunnya, merupakan bentuk kompromi yang rasional dan proporsional 

antara kewajiban ayah dan kemampuan ekonominya. 

4. Aspek Kebutuhan Anak 

Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut belum dapat dikategorikan 

sebagai kebutuhan aktual, karena kedua anak masih berada pada jenjang 

pendidikan menengah, yakni SMA dan SMP. Oleh karena itu, hakim hanya 

menetapkan nafkah bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini, dan 

belum memasukkan komponen pembiayaan pendidikan tinggi yang bersifat 

rencana atau harapan belaka. 

Sikap ini mencerminkan penerapan asas kebutuhan faktual (aktual), yang 

berarti bahwa hakim hanya akan mengabulkan permohonan atas hal-hal yang 
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telah nyata terjadi dan dapat dibuktikan secara objektif dalam persidangan. 

Dalam hukum acara perdata, asas ini menjadi penting karena gugatan dan alat 

bukti harus berlandaskan pada fakta yang sudah terjadi, bukan pada sesuatu yang 

bersifat spekulatif.  Sehingga suatu gugatan haruslah konkret, bukan fiktif, dan 

berkaitan dengan keadaan hukum yang telah terjadi atau sedang berlangsung.
8
 

Majelis hakim menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) 

dengan hanya menetapkan nafkah berdasarkan kebutuhan yang benar-benar 

sudah terjadi. Putusan hakim yang melampaui bukti atau bersifat antisipatif pada 

hal-hal yang belum terjadi, akan kehilangan legitimasi hukum. Jika hakim turut 

mengabulkan biaya yang belum pasti seperti biaya kuliah lima tahun ke depan, 

maka akan timbul ketidakpastian hukum dan potensi keberatan dari pihak ayah 

yang merasa terbebani secara tidak proporsional.
9
 

Hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan menyangkut nafkah 

anak harus berbasis pada kebutuhan aktual, bukan estimasi masa depan yang 

belum tentu terjadi. Penetapan berdasarkan estimasi dapat menciptakan 

ketidakadilan terutama jika tidak sesuai dengan kemampuan pihak yang 

dibebani.
10

 

Dengan demikian, pertimbangan hakim yang hanya mengabulkan nafkah 

untuk kebutuhan nyata dan menolak tuntutan biaya pendidikan masa depan 

dapat dipahami sebagai kepastian hukum. Putusan ini juga berfungsi untuk 

melindungi kedua belah pihak agar tidak terbebani oleh hal-hal yang belum 

memiliki dasar pembuktian kuat dalam persidangan. 

                                                           
8 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 

Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 116. 
9 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 23. 
10 Mahfud Sholihin, ―Penetapan Besaran Nafkah Anak oleh Hakim dalam Putusan 

Perceraian,‖ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 218. 
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5. Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan 

Hakim tidak menetapkan jumlah nafkah secara sewenang-wenang, 

melainkan melalui pendekatan yang seimbang antara hak anak dan kemampuan 

ayah dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hukum perdata, asas kepastian 

hukum dan keadilan harus berjalan beriringan, sehingga putusan tidak hanya sah 

secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan 

sosial para pihak. 

Hakim harus mempertimbangkan asas keadilan agar putusan yang 

diambil dapat memberi perlindungan terhadap pihak yang lemah, dalam hal ini 

adalah anak sebagai subjek hukum yang belum cakap hukum secara penuh. 

Sehingga Majelis hakim menetapkan nafkah bulanan yang proporsional dengan 

kemampuan ayah, yaitu Rp750.000 untuk anak pertama dan Rp500.000 untuk 

anak kedua. Penetapan ini sejalan dengan prinsip keseimbangan (equality of 

burden) yang telah dikenal luas dalam hukum keluarga, bahwa setiap pihak 

dalam sengketa harus menanggung beban secara adil dan rasional, tidak 

berlebihan ataupun di luar batas kemampuan ekonomi.
11

 

Hakim menetapkan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun. Kenaikan 

ini mencerminkan pemahaman hakim terhadap realitas ekonomi, terutama 

fenomena inflasi dan meningkatnya kebutuhan hidup anak dari tahun ke tahun. 

Kenaikan ini bukan hanya bentuk penyesuaian terhadap nilai uang dari waktu ke 

waktu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab berkelanjutan yang ditujukan 

untuk menjamin anak tetap dapat memenuhi kebutuhannya secara layak di masa 

depan. kenaikan tahunan dalam nafkah anak sering diputuskan oleh hakim 

                                                           
11 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 45. 
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sebagai bentuk antisipasi atas kenaikan harga kebutuhan pokok, tanpa perlu 

menunggu gugatan baru dari pihak pengasuh anak.
12

 

Selain mempertimbangkan jumlah dan dinamika kenaikan nafkah, hakim 

juga memperhatikan mekanisme penyaluran nafkah. Dalam putusan tersebut, 

hakim memberikan alternatif agar nafkah disalurkan langsung ke rekening anak 

bertujuan agar penggunaan dana tersebut benar-benar difokuskan pada 

kebutuhan anak, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain. 

Dengan demikian, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek 

teknis besaran nafkah, tetapi juga memberikan kepastian hukum, mencegah 

konflik baru di kemudian hari, serta menjamin bahwa hak-hak anak benar-benar 

terlindungi secara nyata dan dapat dirasakan secara langsung. 

Dalam perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp, penggugat mengajukan 

gugatan nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada tergugat sebagai ayah 

kandung atas kelalaian memberikan nafkah sejak Mei 2020 hingga waktu 

gugatan diajukan. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp248.000.000. 

Namun, majelis hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijk verklaard), dengan beberapa pertimbangan hukum yang mendalam. 

Majelis hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang tidak diberikan 

oleh ayah kepada anak tidak menimbulkan hak milik tertentu bagi anak yang 

dapat ditagihkan di kemudian hari, kecuali jika terdapat kesepakatan sebelumnya 

mengenai jumlah dan waktu pembayaran nafkah. Pandangan ini merujuk pada 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 yang menyatakan bahwa 

kewajiban nafkah ayah kepada anak bersifat lil intifa‟ (untuk dimanfaatkan), 

                                                           
12 Mahfud Sholihin, ―Penetapan Besaran Nafkah Anak oleh Hakim dalam Putusan 

Perceraian,‖ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 221. 
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bukan lil tamlik (untuk dimiliki sebagai hak mutlak anak). Dengan demikian, 

hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang tidak diberikan tidak dapat 

digugat kecuali sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. 

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya perjanjian 

tertulis antara penggugat dan tergugat tanggal 27 April 2020 yang menyatakan 

bahwa penggugat tidak akan menuntut biaya hidup dan pendidikan anak-anak 

kepada tergugat di masa mendatang. Perjanjian tersebut dibuat ketika keduanya 

masih terikat dalam perkawinan. Dalam hukum perdata, suatu perjanjian yang 

dibuat secara sadar dan tanpa paksaan memiliki kekuatan hukum mengikat bagi 

para pihak (asas pacta sunt servanda). Sehingga ketika hak dan kewajiban yang 

tertuang dalam suatu perjanjian menjadi hukum bagi para pihak yang 

membuatnya.
13

 

Majelis hakim juga menilai bahwa penggugat terbukti mampu 

membiayai kebutuhan anak-anaknya secara mandiri. Hal ini diperkuat dengan 

fakta bahwa anak-anak dalam kondisi sehat, terurus, dan pendidikan mereka 

tetap berlangsung. Penilaian ini mengacu pada Pasal 41 huruf (b) Undang-

Undang Perkawinan jo. Pasal 45 dan Pasal 51 Undang-Undang HAM, yang 

menyatakan bahwa apabila ayah tidak mampu atau lalai, maka ibu ikut memikul 

tanggung jawab atas pemeliharaan anak. Sehingga hakim harus 

mempertimbangkan fakta konkret dalam memutus perkara, bukan semata-mata 

asas keadilan abstrak.
14

 

Dengan mempertimbangkan tidak adanya kesepakatan jumlah nafkah 

sebelumnya, adanya perjanjian pelepasan tanggung jawab dari penggugat, serta 

                                                           
13 Yahya Harahap, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 123 
14 .Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2010), hlm. 89. 
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kondisi ekonomi tergugat yang terbatas, maka hakim memutuskan gugatan tidak 

dapat diterima. 

Dalam perkara nafkah anak, klaim Tergugat yang menyatakan telah 

menyerahkan sejumlah harta kepada Penggugat berupa pangkalan gas, rumah, 

dan kendaraan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi atau menghapus 

kewajiban pemberian nafkah. Hal ini disebabkan karena gugatan yang diajukan 

adalah mengenai nafkah anak, bukan pembagian harta bersama, sehingga 

Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menilai status hukum atau 

nilai ekonomis dari harta tersebut. 

Selain itu, Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang sah seperti akta 

hibah, bukti jual beli, atau dokumen pembagian harta bersama yang dibenarkan 

menurut hukum pembuktian. Dengan demikian, klaim tersebut dianggap tidak 

terbukti dan tidak relevan dalam konteks objek sengketa. Dalam hukum acara 

perdata, suatu dalil tanpa pembuktian dianggap tidak memiliki nilai hukum. 

Pembuktian dalam hukum perdata harus didasarkan pada fakta hukum 

yang nyata, bukan asumsi atau pernyataan sepihak dari para pihak.
15

 Oleh karena 

itu, Majelis Hakim lebih memilih menggunakan ukuran kemampuan ekonomi 

riil Tergugat saat ini, yakni sebagai pedagang kecil, dalam menentukan besaran 

nafkah anak. 

Dengan demikian, harta bersama hanya dapat diproses melalui jalur 

hukum terpisah atau kumulatif, bukan dijadikan alasan pembelaan dalam perkara 

nafkah anak tanpa dasar hukum dan bukti yang memadai. Tanpa pemeriksaan 

                                                           
15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 120. 
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yang sah terhadap status harta bersama, hakim tidak dapat menjadikannya 

sebagai pengurang kewajiban nafkah anak. 

Dalam proses pertimbangan perkara terhadap besaran nafkah anak hanya 

dilakukan secara internal oleh majelis hakim, tanpa melibatkan advokat ataupun 

para pihak secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini senada 

dengan yang disampaikan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan 

Agama Curup, yang menyampaikan: 

Dalam bermusyawarah untuk mempertimbangan dan memutuskan suatu 

perkara hanya majelis hakim tanpa melibatkan pihak mana pun, panitra 

pengganti saja tidak memilki hak untuk bersuara, majelis hakim yang 

bermusyawarah terdiri dari 3 orang supaya ganjil, sehingga ketika 1 pendapat 

ditolak maka 2 pendapat akan diterima.
16

 

Dengan tidak melibatkan advokat atupun para pihak lain dalam proses 

pengambilan keputusan bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas 

hakim dalam menilai perkara yang sedang diperiksa sesuai dengan ketentuan 

peradilan, dalam memeriksa dan memutus perkara majelis hakim harus 

berjumlah ganjil, agar dapat menghasilkan keputusan yang adil dan menghindari 

kebuntuan dalam pengambilan putusan. Susunan majelis hakim yang ganjil ini 

menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian dalam proses peradilan, sehingga 

keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi para 

pihak, khususnya bagi kepentingan anak 

Setelah putusan telah ditetapkan terjadi ketidaksepakatan antara orang 

tua terhadap besaran biaya hak asuh anak yang telah ditetapkan oleh hakim, 

maka putusan pengadilan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama 

belum dibatalkan oleh pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Jika salah satu pihak 

                                                           
16 Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku Hakim di Pengadilan Agama Curup, pada 

Kamis, 27 Maret 2025 pukul 09.45 WIB 
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merasa keberatan atas putusan tersebut, mereka berhak untuk mengajukan upaya 

hukum lanjutan, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK) sesuai 

dengan ketentuan hukum acara perdata
17

. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan Agama mengatakan bahwa : 

Di dalam persidangan pasti ada yang namanya sepakat dan tidak sepakat, 

jika itu berupa putusan atau yang telah diputuskan hakim itu benar maka para 

pihak harus menjalankan akan tetapi jika tidak suka dan tidak sepakat dengan 

keputusan hakim maka ada upaya hukum, jika ingin banding maka banding ke 

Pengadilan Tinggi dan jika ingin kasasi maka ke Mahkama Agung.
18

 

 

Setelah putusan hakim mengenai biaya hak asuh anak dikeluarkan dan 

memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka hakim tidak 

lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindak lanjut secara langsung 

apabila pihak yang diwajibkan membayar biaya tidak melaksanakan 

kewajibannya. Hal ini karena dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, 

fungsi hakim hanya terbatas pada memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, 

sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
19

 

Senada yang diungkapkan oleh Ibu Ayu Mulya selaku hakim di Pengadilan 

Agama mengatakan bahwa : 

Tugas seorang hakim hanya menerima, menyelesaikan perkara dan 

memutuskan perkara, tidak ada tindakkan lanjut setelah di putuskan suatu 

perkara sebab di pengadilan tidak ada pengawasan hingga kesana karena kami 

bekerja berdasarkan permohonan yang masuk dan berdasarkan gugatan yang 

masuk tetapi jika ada permintaan yang masuk maka dapat di bantu berupa 

eksekusi ke pengadila agama dan itu bukan wewenang hakim lagi melainkan 

wewenang ketua pengadilan agama.
20

 

                                                           
17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
18 Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku Hakim di Pengadilan Agama Curup, pada 

Kamis, 27 Maret 2025 pukul 10.12  WIB 
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 50 
20 Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku Hakim di Pengadilan Agama Curup, pada 

Kamis, 27 Maret 2025 pukul 10.15  WIB 
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Maka setelah putusan dijatuhkan, seorang ayah tidak melakukan 

kewajiban dengan tidak memberikan nafkah kepada anak, maka penggugat atau 

pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke 

pengadilan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum acara 

perdata yang mengatur pelaksanaan putusan pengadilan.
21

 

Dengan demikian, kewenangan hakim berhenti pada saat putusan telah 

dijatuhkan dan tidak termasuk dalam ranah pelaksanaan putusan tersebut. 

Pelaksanaan menjadi domain pihak yang berkepentingan melalui permohonan 

eksekusi, dan dilakukan oleh aparat pengadilan di bawah pengawasan Ketua 

Pengadilan. 

Dalam praktik peradilan, setiap hakim yang memutus suatu perkara tentu 

tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, baik dari segi teknis hukum 

maupun kondisi lapangan.  Berdasarkan yang di sampaikan oleh Ibu Ayu Mulya 

selaku hakim di Pengadilan Agama mengatakan bahwa : 

Tantangan yang di hadapi yang paling susah adalah sulitnya 

mendapatkan informasi seputar kemampuan seorang suami  apalagi jika seorang 

suami yang tidak hadir dalam persidangan, kemudian tantangannya juga ketika 

seorang istri yang tidak mau diberikan nafkah anak yang merasa bahwa bisa 

membiayai anaknya sendiri dan takut tambah panjang perkaranya sebab ingin 

cepat-cepat cerai saja.
22

 

 

Dalam hukum acara perdata, verstek adalah putusan yang dijatuhkan 

oleh hakim ketika tergugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang 

sah, padahal ia telah dipanggil secara resmi. Dalam kondisi seperti ini, 

persidangan tetap dapat dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat, dan hakim 

                                                           
21 Herzni Salim, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2018), hlm. 247–249. 
22 Wawancara dengan Ibu Ayu Mulya selaku Hakim di Pengadilan Agama Curup, pada 

Kamis, 27 Maret 2025 pukul 10.20  WIB 
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berwenang memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh 

penggugat sajaterutama jika suami tidak hadir dalam persidangan.
23

 Maka 

ketidakhadiran suami membuat hakim kesulitan untuk mengetahui keterangan 

atau bukti langsung mengenai kondisi finansial suami sehingga menyulitkan 

hakim dalam menilai proporsionalitas nafkah anak yang seharusnya dibebankan 

kepadanya. 

Kemudian seorang istri yang tidak ingin ada penetapan tentang nafkah 

anak menjadi tantangan tersendiri karena akan berdampak pada terabaikannya 

hak anak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya. Sedangkan dalam hukum 

Islam telah dijelaskan bahwa memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban 

orang tua, terutama ayah. Oleh karena itu, hakim tetap perlu berhati-hati dan 

mempertimbangkan dengan serius kepentingan terbaik bagi anak, meskipun ada 

keterbatasan informasi atau keengganan dari salah satu pihak. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup 

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Majelis 

Hakim dalam menetapkan nafkah anak dilakukan secara proporsional dengan 

mengutamakan asas keadilan, kelayakan, dan kemampuan pihak ayah sebagai 

penanggung jawab utama. Meskipun Penggugat mengajukan permintaan nafkah 

dalam jumlah besar, Majelis hanya mengabulkan sebagian kecil permintaan 

tersebut setelah menilai bahwa tidak terdapat bukti konkret yang cukup dan 

kemampuan ekonomi Tergugat terbatas. Majelis juga menolak permintaan 

nafkah lampau karena tidak ada kesepakatan sebelumnya dan merujuk pada 

yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa nafkah bersifat untuk 

                                                           
23 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hlm. 68. 
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digunakan saat itu juga, bukan untuk dimiliki secara mutlak. Selain itu, Majelis 

memperhatikan kepentingan terbaik anak serta kondisi psikologis dan sosialnya, 

lalu menetapkan nafkah sebesar Rp750.000 per bulan dengan kenaikan tahunan. 

Keputusan tersebut mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan 

hak anak atas kehidupan yang layak dengan kondisi faktual orang tua, sehingga 

putusan tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga dapat dilaksanakan secara 

nyata. 

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Dalam 

Menetapkan Nafkah Anak 

Dalam perspektif hukum Islam, anak merupakan amanah yang besar dari 

Allah SWT kepada orang tua. Ketika terjadi perceraian, maka salah satu aspek 

penting yang harus diperhatikan adalah mengenai Nafkah Anak. Nafkah Anak 

mencakup pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan terhadap anak yang belum 

mampu berdiri sendiri, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Salah satu 

aspek penting dari hadhanah adalah biaya yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan anak selama masa pengasuhan. 

Islam sebagai agama yang  tidak hanya mengatur hubungan antara 

manusia dan Tuhan, Akan tetapi juga mengatur hubungan sosial, termasuk 

tanggung jawab orang tua terhadap anaknya pasca perceraian. Dalam hal ini, 

Islam menekankan bahwa walaupun hak asuh anak berada pada salah satu pihak  

kewajiban untuk memberikan nafkah termasuk biaya pengasuhan tetap menjadi 

tanggung jawab ayah. 

Al-Qur‘an sebagai sumber hukum utama dalam Islam telah mengatur 

secara jelas tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, termasuk ketika keluarga 

tersebut mengalami perpisahan atau perceraian. Salah satu hal penting yang 
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menjadi perhatian dalam ajaran Islam adalah bagaimana nasib anak setelah orang 

tuanya berpisah, khususnya dalam hal pengasuhan dan pembiayaan hidupnya. 

1. Kewajiban Ayah dalam Menafkahi Anak 

Dalam hukum Islam mengenai kewajiban nafkah anak terdapat dalam  QS. 

Al-Baqarah ayat 233. Ayat ini tidak hanya mengatur perihal penyusuan anak, tetapi 

juga menjelaskan dengan tegas bahwa nafkah dan kebutuhan hidup anak adalah 

tanggung jawab ayah, baik dalam masa pernikahan maupun setelah perceraian. Fiman 

Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 233 

وَالْوٰلِدٰتُ يُ رْضِعْنَ اَوْلََدَىُنَّ حَوْلَيِْْ كَامِلَيِْْ لِمَنْ اَراَدَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى  ۞
 تُضَاۤرَّ  لََ  ۚ   وُسْعَهَا اِلََّ  نَ فْس   تُكَلَّفُ  لََ  بِِلْمَعْرُوْفِۗ  وكَِسْوَتُ هُنَّ  رِزْقُ هُنَّ  ٗ  الْمَوْلُوْدِ لَو

بِوَلَدِىَا وَالِدَة    اَراَدَا فاَِنْ  ۚ   ذٰلِكَ  مِثْلُ  الْوَارِثِ  وَعَلَى ٗ  بِوَلَدِه ٗ  وَلََ مَوْلُوْد  لَّو ۚ 
هُمَا تَ رَاض   عَنْ  فِصَالًَ  ن ْ وَاِنْ  عَلَيْهِمَا جُنَاحَ  فَلَ  وَتَشَاوُر   مِّ  تَسْتَ رْضِعُوْْٓا اَنْ  اَرَدْتُّّْ  ۚۗ

َ وَاعْلَمُوْْٓا اَنَّ  سَلَّمْتُمْ  اِذَا عَلَيْكُمْ  جُنَاحَ  فَلَ  اَوْلََدكَُمْ  تُمْ بِِلْمَعْرُوْفِۗ وَات َّقُوا اللّّٰ مَّآْ اٰتَ ي ْ
ر   َ بِاَ تَ عْمَلُوْنَ بَصِي ْ ٣٣اللّّٰ  

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah 

menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang 

tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu 

dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita 

karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 

menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah 

antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin 

menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu 

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah 

dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan.”
24

 (Q.S Al-Baqarah :233) 

 

                                                           
24 Kementrian Agama Republik Indonesia, “Mushaf Alquran dan Terjemahan”, Qr.Al-

Baqarah ayat 233 
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Berdasarkan dalil tersebut, ibu memiliki kewajiban untuk menyusui 

anaknya selama dua tahun penuh. Sementara itu, ayah tetap memiliki 

tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi 

perceraian antara keduanya. Apabila terdapat kondisi yang menghalangi ibu 

untuk menyusui anaknya, maka dalam ajaran agama Islam diperbolehkan 

untuk menyerahkan anak tersebut kepada wanita lain yang bersedia untuk 

menyusui. 

Dalam hal ini, ayah diwajibkan memberikan kompensasi atau upah 

yang sesuai kepada wanita yang menyusui anaknya, dengan ketentuan yang 

ma‟ruf  Dan apabila ayahnya tidak mampu, maka ibunya yang berkewajiban 

memberi nafkah kepada anaknya, karena Allah tidak membebankan kepada 

salah satu pihak saja melainkan samasama menanggungnya menurut 

kesanggupan mereka. 

2. Penentuan Besaran Nafkah Berdasarkan Kemampuan  

Dalam hukum Islam, besar kecilnya nafkah yang diberikan bergantung 

pada kemampuan ayah, sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah dalam 

Q.S Ath-Thalaq ayat 7 : 

نْ سَعَتِو  اللُّّٰ  يُكَلِّفُ  لََ  ۚۗ  اللُّّٰ  اٰتٰىوُ  مَِّآْ  فَ لْيُ نْفِقْ  ٗ  رِزْقوُ عَلَيْوِ  قُدِرَ  وَمَنْ  ۚۗ ٗ  ليُِ نْفِقْ ذُوْ سَعَة  مِّ
ُ بَ عْدَ عُسْر  يُّسْرًااِ  نَ فْسًا لََّ مَآْ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّّٰ   

Artinya : Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut 

kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi 

nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak 

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang 

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan 

kelapangan setelah kesempitan.( Q.R At-Thalaq : 7 ) 
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Dalam ayat ini merupakan pelengkap dari QS. Al-Baqarah ayat 233, 

yang menegaskan kewajiban ayah memberi nafkah kepada anak dan ibunya 

meskipun dalam situasi ekonomi yang berbeda-beda, islam memberikan 

kelonggaran dan keadilan dengan tidak diwajibkan melebihi kemampuannya. 

Sehingga tidak ada alasan untuk menghindar dari tanggung jawab selama 

masih ada kemampuan. 

Dalam perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat 

hanyalah seorang pedagang mie ayam dengan penghasilan berkisar 

Rp3.000.000 hingga Rp4.500.000 per bulan. Oleh sebab itu, penetapan nafkah 

sebesar Rp750.000 untuk satu anak dan Rp500.000 untuk anak lainnya sudah 

selaras 

3. Kenaikan Nafkah dan Prinsip Maslahah 

Aspek penting dalam putusan hakim terkait nafkah anak adalah 

penetapan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun. Kebijakan ini merupakan 

bentuk antisipasi terhadap kenaikan kebutuhan hidup dan nilai uang (inflasi) 

dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya akan memengaruhi kecukupan 

nafkah dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Ketentuan kenaikan ini 

menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan saat ini, 

tetapi juga mempertimbangkan jangka panjang berdasarkan pertimbangan 

rasional dan sosial ekonomi. 

Dalam hukum Islam, penyesuaian nafkah dari waktu ke waktu sangat 

memungkinkan. Nafkah anak bukan merupakan nominal tetap, melainkan 

disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan orang tua yang memberi 

nafkah. Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Al-Qur‘an Surah 
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At-Thalaq ayat 7, Ayat ini menjadi landasan fleksibilitas dalam penentuan 

nafkah. Jika kebutuhan anak meningkat karena usia, pendidikan, dan kondisi 

sosial, maka jumlah nafkah pun dapat disesuaikan.
25

 

Penetapan kenaikan tahunan sebesar 10% dalam putusan hakim juga 

menunjukkan penerapan prinsip maslahah mursalah, yaitu pertimbangan 

hukum yang didasarkan pada kemanfaatan umum, sekalipun tidak secara jelad 

disebutkan dalam nash. Dalam konteks ini, hakim menggunakan ijtihad untuk 

menjaga kemaslahatan anak, agar kebutuhan mereka tidak terabaikan hanya 

karena angka nafkah bersifat statis. 

Dalam perkara nafkah anak, hakim sering memutuskan penyesuaian 

tahunan guna mengantisipasi kenaikan harga. Hal ini mencerminkan fungsi 

hakim sebagai pelindung hak-hak anak dan menjamin keberlanjutan 

hidupnya.
26

 

Dengan demikian, penetapan kenaikan nafkah sebesar 10% per tahun 

dalam putusan tersebut bukan hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga 

selaras dengan nilai-nilai syariat Islam yang menekankan keadilan, 

perlindungan hak anak, dan kesinambungan pemeliharaan. Kebijakan tersebut 

merupakan bentuk ijtihad hakim yang tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip hukum Islam, bahkan mendukung prinsip perlindungan dan 

kesejahteraan anak secara menyeluruh. 

 

 

                                                           
25 Zainuddin Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 215 
26 Mahfud Sholihin, ―Penetapan Besaran Nafkah Anak oleh Hakim dalam Putusan 

Perceraian,‖ Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 13, No. 2 (2021), hlm. 219 
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4. Tujuan Nafkah Anak sebagai Perlindungan Hak Anak  

Dalam Islam, pemberian nafkah adalah bagian dari tanggung jawab moral 

dan spiritual ayah terhadap anak. Hal ini bertujuan 

a. Menjamin Tumbuh Kembang Anak secara Fisik dan Psikis 

Tujuan paling utama dari pemberian nafkah adalah untuk menjamin 

hak hidup anak, yang meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, 

tempat tinggal, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dalam Islam, 

pertumbuhan anak harus dijaga agar anak dapat berkembang menjadi 

manusia yang sehat jasmani dan rohani. Menurut Zuhairi Misrawi, Islam 

menempatkan anak sebagai amanah yang tidak hanya perlu dijaga 

keberadaannya, tetapi juga harus dipenuhi hak-haknya, baik secara material 

maupun spiritual. Orang tua, terutama ayah, tidak boleh mengabaikan 

kebutuhan anak hanya karena telah terjadi perceraian.
27

 

Ketika kebutuhan anak tidak terpenuhi, maka anak akan berisiko 

mengalami keterbelakangan gizi, gangguan perkembangan mental, dan 

kesulitan dalam pendidikan. Islam memandang bahwa kelalaian orang tua 

terhadap anak seperti ini bukan hanya pelanggaran etika, tetapi juga 

pelanggaran hukum yang bisa dikenai sanksi di dunia maupun di akhirat. 

b. Menjaga Keutuhan Sosial Keluarga Pasca perceraian 

Pemberian nafkah anak juga bertujuan untuk menjaga 

kesinambungan fungsi keluarga, meskipun kedua orang tua tidak lagi 

tinggal bersama. Dalam Islam, perceraian bukanlah akhir dari tanggung 

jawab orang tua terhadap anak. Pemisahan hubungan pernikahan antara 

                                                           
27

 Zuhairi Misrawi, Fiqh Anak: Perlindungan dan Pendidikan Anak dalam Islam 

(Jakarta: Penerbit Teraju, 2009), hlm. 88. 
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suami dan istri tidak menggugurkan hak anak atas pemeliharaan dari kedua 

orang tuanya. Oleh karena itu, ayah tetap diwajibkan untuk menafkahi anak 

karena tanggung jawab ini bersifat individual, bukan tergantung pada status 

perkawinan.
28

 

Dengan tetap terpenuhinya nafkah, anak tidak merasa terabaikan dan 

masih bisa merasakan kehadiran serta perhatian dari ayahnya. Hal ini dapat 

menghindarkan anak dari trauma psikologis dan perasaan kehilangan kasih 

sayang setelah perceraian. 

c. Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak 

Hikmah dari diwajibkannya nafkah dalam hukum Islam adalah 

untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi anak. 

Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, ketentuan ini sejalan 

dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak. Keduanya menegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk 

memenuhi hak anak, bahkan dalam keadaan perceraian sekalipun. Hukum 

Islam dan hukum positif Indonesia berjalan seiring dalam hal ini. 

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup dalam menetapkan 

besaran nafkah anak dalam perkara Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp telah sejalan 

dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Penetapan nafkah kepada ayah 

kandung sebagai pihak yang berkewajiban menanggung kebutuhan anak 

merupakan perwujudan dari tanggung jawab nasab yang tidak gugur meskipun 

terjadi perceraian. Selain itu, besar kecilnya nafkah yang ditetapkan telah 

                                                           
28 Nur Asiyah, "Hak Anak atas Nafkah setelah Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam 

dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Keadilan Islam, Vol. 15, No. 2 (2020), hlm. 149. 
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mempertimbangkan kemampuan ekonomi ayah, yang dalam hal ini bekerja 

sebagai pedagang kecil dengan penghasilan terbatas. Hal ini sesuai dengan kaidah 

dalam fiqih yang menyatakan bahwa nafkah diberikan sesuai kadar kemampuan 

(bi hasbi taqdirihi). 

Penambahan ketentuan kenaikan nafkah sebesar 10% setiap tahun juga 

menunjukkan bahwa hakim tidak menetapkan nafkah dalam jumlah tetap dan 

kaku, melainkan memperhitungkan kemungkinan perubahan kondisi ekonomi, 

kenaikan harga kebutuhan pokok, serta perkembangan kebutuhan anak seiring 

pertambahan usia. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini mencerminkan prinsip 

maslahah mursalah, yaitu pertimbangan kemanfaatan yang tidak disebutkan 

secara langsung dalam nash tetapi dibenarkan demi menjaga kepentingan umat, 

terutama dalam hal perlindungan terhadap anak.  

Dengan demikian, dalam perspektif fikih, putusan hakim dalam perkara ini 

dapat dinilai adil dan proporsional, karena tidak hanya memperhatikan tanggung 

jawab orang tua, tetapi juga mengakomodasi kondisi sosial ekonomi yang nyata. 

Keputusan ini mencerminkan bentuk ijtihad yang bijak dalam rangka mewujudkan 

keadilan, kepastian, dan perlindungan anak dalam bingkai hukum Islam, serta 

patut dijadikan sebagai rujukan dalam penanganan perkara serupa. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpualan  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Curup 

Nomor 324/Pdt.G/2023/PA.Crp dan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum 

Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak di Pengadilan 

Agama Curup. Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp750.000 

per bulan dengan kenaikan 10% per tahun, yang jauh lebih rendah dari nilai 

tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebesar lebih dari Rp766.000.000. 

Penetapan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: 

kemampuan ekonomi riil Tergugat yang berprofesi sebagai pedagang mie 

ayam dengan penghasilan terbatas; tidak adanya bukti kuat terkait 

penghasilan tetap atau aset produktif; serta kondisi anak yang membutuhkan 

perhatian khusus. Selain itu, Majelis menolak permintaan nafkah lampau 

karena tidak ditemukan kesepakatan sebelumnya, dan tidak ada alat bukti 

konkret. Pertimbangan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian hakim dalam 

menjaga keseimbangan antara hak anak dan beban yang layak ditanggung 

oleh ayah. 

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Nafkah Anak oleh Hakim 

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah 

meskipun telah terjadi perceraian. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 

ayat 233 dan QS. Ath-Thalaq ayat 7, yang menyatakan bahwa nafkah harus 

diberikan secara ma‟ruf (layak dan proporsional) dan tidak membebani di luar 

kemampuan. Pandangan ini sejalan dengan keputusan Majelis yang 
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menyesuaikan besar nafkah dengan kondisi ekonomi Tergugat serta menolak 

tuntutan berlebihan tanpa dasar bukti. Penolakan terhadap nafkah lampau 

juga dibenarkan menurut hukum Islam, karena tidak ada akad atau 

kesepakatan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan nilai-nilai 

keadilan substantif dan prinsip hukum Islam. 

B. Saran  

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas melalui penelitian, 

maka penulis menyarankan agar: 

1. Bagi Para Pihak yang Berperkara: Pihak yang mengajukan gugatan nafkah, 

khususnya ibu yang mengasuh anak, sebaiknya menyiapkan bukti 

pendukung yang lebih lengkap dan terperinci, seperti kuitansi, nota 

pembelian, serta laporan pengeluaran bulanan, agar majelis dapat 

mempertimbangkan kebutuhan anak secara lebih proporsional.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini hanya membahas satu putusan 

pengadilan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk 

melakukan kajian komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan 

agama di daerah yang berbeda guna mendapatkan gambaran yang lebih 

luas mengenai praktik penetapan nafkah anak di Indonesia. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa yang menjadi Pertimbangan utama bagi majelis hakim dalam menetapkan 

biaya hak asuh anak ?  

2. Apakah ada pedoman atau peraturan yang digunakan dalam menuntukan 

besaran biaya tersebut ? 

3. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan terkait besaran biaya hak asuh 

anak dilakukan dalam majelis hakim ? 

4. Apakah ada diskusi diskusi internal diantara hakim atau melibatkan pihak lain 

seperti pengacara atau Ahli? 

5. Apakah faktor ekonomi kedua orang tua menjadi pertimbangan utama ? 

6. Apakah ada pertimbangan lain selain dari faktor ekonomi kedua orang tua ? 

7. Bagaimana dengan kondisi kesehatan, pendidikan dan kebutuhan anak 

mempengaruhi keputusan ini ? 

8. Apakah ada perbedaan dalam penetapan biaya hak asuh untuk anak-anak yang 

berusia berbeda, misalkan anak yang masih kecil dengan anak dibandingkan 

dengan anak yang sudah dewasa ? seperti apa perbedaan kebutuhan anak 

berdasarkan Usia ? 

9. Ketika dalam kasus di mana orang tua tidak sepakat tentang biya hak asuh 

anak, bagaimana majelis hakim menangani situasi tersebut ? 

10. Setelah keputusan hakim dikeluarkan, apakah ada tindak lanjut apabila salah 

satu pihak tidak memenuhi kewajiban membayar biaya ?? 

11. Apa tantangan utama yang sering dihadapi oleh majelis hakim dalam 

menetapkan biaya hak asuh anak ?  
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